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ABSTRAK 
Nurfadjrin Gabriella Junarvie Putri (B121 13 502), Tinjauan Yuridis 
Terhadap Pengawasan Larangan Impor Pakaian Bekas Di Kota 
Makassar, di bawah bimbingan Abdul Razak selaku Pembimbing I 
dan Muh. Zulfan Hakim selaku Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan 
pengawasan larangan impor pakaian bekas dan faktor-faktor yang 
mempengaruhi pengawasan larangan impor pakaian bekas di Kota 
Makassar. 
Penelitian ini berlokasi di Kota Makassar, yaitu di Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B 
Makassar (KPPBC TMP B Makassar) dan penjual pakaian bekas impor. 
Dalam mencapai tujuan di atas penulis menggunakan teknik pengumpulan 
data berupa penelitian pustaka dan penelitian lapangan dengan 
melakukan wawancara pada petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan 
Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar (KPPBC TMP B 
Makassar), penjual pakaian bekas impor dan data yang terkumpul diolah 
dan dianalisis secara deskriptif. 
Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan, yaitu: Pertama, 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B 
Makassar (KPPBC TMP B Makassar)  melaksanakan tugas pengawasan 
larangan impor pakaian bekas di kota Makassar dengan tetap 
berpedoman kepada undang-undang dan peraturan yang terkait dengan 
pengawasan tersebut serta melaporkan hasil data terkait impor barang 
dan importir dengan rutin. Tetapi dalam pelaksanaannya belum optimal 
dikarenakan masih adanya faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan 
pengawasan tersebut. Kedua, hal yang mempengaruhi pelaksanaan 
pengawasan larangan impor pakaian bekas ada faktor pendukung dan 
ada faktor penghambat. Faktor pendukung antara lain adanya data terkait 
impor barang tersebut maupun data terkait importir yang mencegah 
importir pakaian bekas masuk ke daerah pabean. Sedangkan faktor 
penghambat yakni kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia, serta 
luasnya wilayah pengawasan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang dengan 
mengupayakan peningkatan kesejahteraan nasional warga negara agar 
tercapai kehidupan yang adil dan makmur secara merata. Hal tersebut 
tertuang pada isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang 
mengemukakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia 
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan 
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 
keadilan sosial, sehingga dalam menjalankan tujuan pembangunan 
nasional ini dapat memberikan kehidupan yang layak untuk warga negara 
Indonesia baik itu dari segi perekonomian, kesehatan, pendidikan, 
pekerjaan dan kebutuhan pokok lainnya. 
Pada Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan 
bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan 
yang layak bagi kemanusiaan. Dalam rangka memperoleh penghidupan 
yang layak sebagai perwujudan kesejahteraan ini maka sistem 
perekonomian dan kebutuhan yang baik juga berpengaruh akan 
terwujudnya kesejahteraan warga negara.  
Kebutuhan umum dan kebutuhan pokok manusia terdiri dari 
kesehatan, pendidikan, pekerjaan sedangkan kebutuhan pokok seperti 
primer, sekunder, tersier dan kebutuhan pokok yang dimaksud yakni 
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kebutuhan primer yang termasuk sandang, pangan, papan. Kebutuhan 
sekunder dan kebutuhan tersier tidak bisa dipenuhi tanpa terpenuhinya 
kebutuhan primer yakni kebutuhan yang pokok, dasar, atau utama yang 
harus dipenuhi seseorang seperti pakaian, makanan dan tempat tinggal. 
Dari berbagai kebutuhan yang ada, seringkali didapat stok kebutuhan 
tersebut tentu tidak hanya berasal dari dalam negeri tetapi juga berasal 
dari luar negeri. Seperti contoh bahan makanan yang tidak tersedia di 
Indonesia ataupun tidak bisa diproduksi di Indonesia, begitupula dengan 
pakaian pun juga ada yang diroduksi di luar negeri dan dikirim ke 
Indonesia, oleh karena itu suatu negara memerlukan kerjasama dengan 
negara lain, kemudian terjadi Impor barang di wilayah Indonesia. 
Pakaian melindungi dan menutupi tubuh dari manusia itu sendiri 
seperti cuaca yang tak menentu, pakaian membantu masyarakat dalam 
melakukan aktivitas sehari hari sebab tanpa pakaian, masyarakat tidak 
dapat beraktivitas dikarenakan tidak adanya sesuatu yang dapat 
melindungi tubuh dari panasnya terik matahari dan dinginnya udara.  
Manusia merupakan mahluk sosial yang selalu beriteraksi 
membutuhkan pakaian untuk bisa beriteraksi dengan orang lain. Pakaian 
dapat membantu seseorang agar bisa tampil menarik dan percaya diri, 
karena itu tidak dapat dipungkiri bahwa setiap manusia mempunyai 
keinginan untuk tampil baik di depan umum. Untuk menemukan pakaian 
terbaik, setiap manusia berlomba lomba untuk pergi ke pusat 
perbelanjaan untuk membeli pakaian yang bagus dan mahal. Oleh karena 
pakaian merupakan salah satu produksi yang paling dibutuhkan oleh 
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masyarakat setiap hari. Maka begitu banyak pakaian yang diproduksi 
dengan berbagai merek terkenal.  
Untuk mendapatkan pakaian yang sesuai dengan dirinya 
masyarakat rela mencarinya diberbagai tempat perbelanjaan, di mall 
ataupun di pasar tradisional. Masyarakat tidak perduli dengan pakaian 
baru maupun pakaian bekas yang paling penting adalah masyarakat bisa 
menemukan pakaian yang menggambarkan dirinya untuk tampil baik di 
lingkungan sekitarnya.  
Impor pakaian dalam keadaan bekas telah dilarang dalam 
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 1982 Pasal 3 
menyebutkan bahwa Barang-Barang Impor harus dalam keadaan baru, 
pada pasal 47 ayat 1 Undang-Undang 7 Tahun 2014 tentang 
Perdagangan menyebutkan Setiap Importir wajib mengimpor Barang 
dalam keadaan baru yang kemudian pada ayat 2 berbunyi dalam hal 
tertentu Menteri dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan 
tidak baru dan dilanjut pada ayat 4 berbunyi Ketentuan lebih lanjut 
mengenai penetapan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri, 
kemudian terbitlah Paturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 
tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.  
Peraturan ini mengatur tentang spesifik bahwa pakaian bekas 
impor dilarang diperdagangkan. Membeli pakaian bekas impor tidak 
sejalan dengan meningkatkan perekonomian Indonesia, karena dengan 
membeli pakaian produksi lokal secara tidak langsung dapat 
4 
meningkatkan produktifitas dan melestarikan pakaian produk lokal itu 
sendiri dan ikut menjalankan tujuan kegiatan perdagangan berdasarkan 
Pasal 3 huruf (h) dan (i) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang 
Perdagangan yaitu meningkatkan citra produk dalam Negeri, akses pasar, 
dan ekspor nasional dan meningkatkan perdagangan produk berbasis 
ekonomi kreatif.  
Dalam perkembangannya dalam hal kesehatan, hasil uji 
laboratorium atas 25 sampel pakaian bekas berbagai ukuran dari pasar 
senen, jakarta pusat, ditemukan fakta seluruh pakaian bekas impor 
mengandung bakteri dan jamur. Penularan bakteri dan jamur dari pakaian 
bekas ke manusia juga beragam. Seperti pengenaan langsung pakaian 
bekas tersebut sehingga ada kontak langsung dengan kulit. Kemudian 
melalui tangan yang bersentuhan dengan pakaian bekas dan makan 
tanpa cuci tangan mengakibatkan bakteri dan jamur hidup dan 
berkembang biak di dalam tubuh manusia.  
Dalam banyak kajian Kementerian Perdagangan tentang impor 
pakaian bekas, menyebutkan beberapa imbas buruk impor pakaian bekas, 
di antaranya rentan penyakit. Dari sampel pakaian bekas yang diimpor 
pada 2013, beberapa pakaian bekas itu rentan dalam penularan penyakit. 
Peneliti Kementerian menemukan tiga mikroorganisme penyebab 
penyakit, yakni bakteri Staphylococcus aureus (S. aureus), bakteri 
Escherichia coli (E. coli), dan jamur (kapang atau khamir).1 
                                                          
1 http://bisnis.liputan6.com/read/2191248/ini-bahaya-gunakan-pakai-bekas-impor. diakses 
pada tanggal 15 November 2016 pukul 09:15 WITA 
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Meskipun telah dilarang, masih dijumpai masih adanya menjual 
pakaian bekas impor di pasar maupun bangunan permanen seperti Pasar 
Terong, Pasar Todopuli, Pusat Penjual pakaian bekas Ratulangi dan 
pusat penjualan pakaian bekas lainnya di Kota Makassar. 
Dikarenakan masih adanya penjualan pakaian bekas impor dan 
sejumlah barang pakaian bekas impor yang ditemukan dipelabuhan 
secara ilegal, dapat dipertanyakan pelaksanaan akan pengawasan yang 
terjadi dengan aparat terkait bagian lalu lintas barang ekspor maupun 
impor yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melakukan 
pengawasan impor pakaian bekas di Kota Makassar. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan melakukan 
penelitian yang mendalam mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap 
Pengawasan Larangan Impor Pakaian Bekas Di Kota Makassar. 
 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas maka di rumuskanlah beberapa 
masalah berikut : 
1. Bagaimana pengawasan larangan impor pakaian bekas di Kota 
Makassar? 
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pengawasan larangan impor 
pakaian bekas di Kota Makassar? 
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C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka menurut penulis 
tujuan penelitian : 
1. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan larangan impor pakaian 
bekas di Kota Makassar. 
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi 
pengawasan larangan impor pakaian bekas di Kota Makassar. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai  
berikut: 
1. Memberikan wawasan khususnya bagi Penulis dan umumnya bagi 
para mahasiswa hukum mengenai larangan impor pakaian bekas. 
2. Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada 
umumnya dan hukum administrasi negara pada khususnya dengan 
masalah yang dibahas dalam penelitian. 
3. Sebagai bahan literatur bagi para pembaca dan sebagai masukan 
bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian dalam bidang 
yang sama terutama dari sisi lain penelitian ini. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian dan Dasar Hukum Larangan Impor Pakaian Bekas 
1. Pengertian Pengawasan 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pengawasan diambil 
dari kata awas yang bermakna dapat melihat baik-baik; tajam penglihatan; 
memperhatikan dengan baik. Istilah pengawasan dalam banyak hal sama 
artinya dengan kontrol. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata 
kontrol adalah pengawasan, pemeriksaan, mengontrol adalah mengawasi, 
memeriksa. Menurut Sujamto dalam Bahasa Indonesia fungsi controlling 
yakni pengawasan dan pengendalian.  
Pengawasan ini adalah arti sempit yang oleh Sujamto diberi definisi 
sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai 
kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan 
apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. 2  Menurut S.P Siagian, 
pengawasan sejatinya adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan 
seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua 
pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang 
telah ditentukan sebelumnya.3 Menurut Soekarno. K, pengawasan ialah 
suatu proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan, agar 
apa yang diselenggarakan sejalan dengan rencana.4 
                                                          
2 Sujamto. 1983. Beberapa pengertian di Bidang Pengawasan. Jakarta : Ghalia 
Indonesia. Hal 17. 
3 S. P. Siagian. 1990. Filsafat Administrasi. Jakarta : Gunung Agung Jakarta. Hal 107. 
4 Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir. 1998. Aspek Hukum Pengawasan Melekat. 
Jakarta : PT Rineka Cipta. Hal 20. 
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Dari pendapat-pendapat tersebut diatas, mka dapat ditangkap 
makna dasar dari pengawasan adalah:5 
1. Pengawasan ditujukan sebagai upaya pengelolaan untuk 
mencapai hasil dari tujuan; 
2. Adanya tolok ukur yang dipakai sebagai acuan keberhasilan; 
3. Adanya kegiatan untuk mencocokkan antara hasil yang dicapai 
dengan tolok ukur yang ditetapkan; 
4. Mencegah terjadinya kekeliruan dan menunjukkan cara dan 
tujuan yang benar; dan 
5. Adanya tindakan koreksi apabila hasil yang dicapai tidak sesuai 
dengan tolok ukur yang ditetapkan. 
Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan dan untuk mencapai tujuan 
dari pemerintah yang telah direncanakan maka perlu ada pengawasan, 
karena dengan pengawasan tersebut serta tujuan yang akan dicapai yang 
dapat dilihat dengan berpedoman rencana yang telah ditetapkan terlebih 
dahulu oleh pemerintahan sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan 
bahwa pada prinsipnya pengawasan itu sangat penting dalam 
melaksanakan pekerjaan dan tugas pemerintahan, sehingga pengawasan 
diadakan dengan maksud untuk: 
a. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah berjalan dengan lancar 
atau tidak 
b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai 
dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali 
                                                          
5 Sirajuddin Didik dan Winardi. 2012. Hukum Pelayanan Publik. Malang : Setara Press. 
Hal 127. 
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kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan 
yang baru 
c. Mengetahui apakah penggunaan biaya yang telah ditetapkan 
dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan 
yang telah direncanakan 
d. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program yang 
telah ditentukan dalam planning atau tidak 
e. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah 
ditetapkan dalam rencana pekerjaan. 
Menurut Arifin Abdul Rachman pengawasan dapat dikatakan:6 
a. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai 
dengan rencana yang telah ditetapkan 
b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai 
dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan 
c. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta 
kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga 
dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta 
mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah 
d. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan 
apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, 
sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar 
 
                                                          
6 Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, Loc.cit.  
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Pengawasan dalam negara berkembang sangat diperlukan, karena 
dalam negara berkembang pembangunan dilaksanakan sangat pesat 
sedangkan tenaga/personil belum siap dalam mental melaksanakan 
pembangunan tersebut, sehingga memungkinkan melakukan kesalahan, 
kecurangan dan kelalaian. Dengan demikian perlu dan sangat penting 
pengawasan itu diadakan untuk mencapai tujuan yang telah 
direncanakan. 
Jika kita mengaitkan dengan tujuan akhir pengawasan itu sendiri, 
maka pengawasan memang mencakup fungsi kontrol itu mempunyai 
sasaran, yakni agar seluruh aspek penyelenggaraan manajemen berjalan 
dengan lancar serta berdaya guna dan berhasil, sehingga mencapai 
tujuan organisasi  dapat lebih terjamin. Menurut Viktor M. Situmorang dan 
Jusuf Juhir tujuan pengawasan ialah:7 
a. Agar terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan 
berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen 
pemerintah yang berdaya guna dan berhasil serta ditunjang oleh 
partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam 
wujud pengawasan masyarakat (kontrol sosial) yang obyektif 
serta bertanggung jawab 
b. Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparatur 
pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja. Agar adanya kelugasan 
dalam melaksanakan tugas, fungsi atau kegiatan, tumbuhnya 
budaya malu dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah 
                                                          
7 Ibid, Hal 26. 
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dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal 
yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama. 
Menurut Victor M Situmorang, dalam suatu negara terlebih-lebih 
dalam negara yang sedang berkembang atau membangun, maka 
control/pengawasan sangat urgen atau penting baik pengawasan secara 
vertikal, horisontal, eksternal, internal, preventif maupun represif agar 
maksud atau tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Oleh karena untuk 
mencapai tujuan negara atau organisasi, maka dalam hal pengawasan ini 
dapat pula diklasifikasikan macam-macam pengawasan berdasarkan 
sifatnya, yakni :8 
1. Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung  
a. Pengawasan Langsung  
Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan 
secara  pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan 
mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri di tempat 
pekerjaan dan menerima laporan-laporan secara langsung 
pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.  
b. Pengawasan Tidak Langsung  
Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari 
laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan 
maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat 
dan sebagainya.  
 
                                                          
8 Ibid, Hal 27. 
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2. Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif  
a. Pengawasan Preventif  
Dilakukan melalui preaudit sebelum pekerjaan dimulai. 
Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap 
persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, 
rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.  
b. Pengawasan Represif  
Dilakukan melalui post-audit, dengan pemeriksaan terhadap 
pelaksanaan ditempat (inspeksi), meminta laporan 
pelaksanaan dan sebagainya.  
3. Pengawasan Intern dan Pengawasan Ekstern  
a. Pengawasan Intern  
Pengawasan Intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh 
aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya 
pengawasan harus dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri.  
b. Pengawasan Ekstern  
Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh 
aparat di luar organisasi itu sendiri.  
 
2. Pengertian Pakaian Bekas 
Di dalam kehidupan ini, manusia memiliki banyak sekali akan 
kebutuhan, keinginan dan keperluan yang kesemuanya itu menghendaki 
pemenuhan. Mereka membutuhkan makan, pakaian, ilmu, pelayanan, 
kehormatan dan sekian kebutuhan lainnya. Secara garis besar, kebutuhan 
13 
manusia dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu kebutuhan 
fisik atau kebutuhan badaniah, dan kebutuhan psikis atau kebutuhan 
kejiwaan. Rasa kenyang, ingin memiliki mobil/motor, ingin terus dalam 
keadaan sehat adalah contoh dari kebutuhan badaniah atau kebutuhan 
fisik. Sedangkan adanya rasa penghormatan dari orang lain, ingin memiliki 
keturunan, ingin keluarga yang berbahagia, adalah contoh kebutuhan 
psikis atau kebutuhan kejiwaan. Semua kebutuhan itu membutuhkan 
pemenuhan, dan pemenuhannya itu berupa barang dan jasa. 
Kebutuhan manusia itu sangat banyak, baik kebutuhan fisik 
maupun kebutuhan psikis, baik keinginan yang baik maupun keinginan 
yang jahat. Adapun kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat adanya. 
Pada tingkat pertama yaitu primary needs atau kebutuhan primer, orang 
membutuhkan sandang (pakaian), pangan (makanan dan minuman), dan 
papan (tempat tinggal). Jika kebutuhan primer ini sudah tercapai, makan 
akan ada di benak manusia untuk memenuhi secondary needs atau 
kebutuhan tingkat keduanya, yang antara lain berisi kebutuhan akan 
sepatu, sepeda, pendidikan dll. Sehingga terdapat lagi kebutuhan tingkat 
ketiga (tertiary needs), kebutuhan tingkat keempat (quartiary needs) dan 
seterusnya. Orang akan sampai pada suatu tingkatan kebutuhan jika 
tingkat kebutuhan sebelumnya terpenuhi.  
Menurut penggunaanya atau menurut cara bagaimanakah sesuatu 
barang dipergunakan orang, barang dibagi pula menjadi dua, yaitu barang 
konsumsi dan barang investasi. Barang konsumsi adalah barang yang 
langsung dapat dipakai atau dinikmati sedangkan barang investasi adalah 
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barang-barang yang hanya dinikmati hasilnya. Contoh barang-barang 
konsumsi adalah baju, pulpen, produk kecantikan wanita dll. Barang-
barang investasi adalah mesin jahit, toko, gudang penyimpanan, dll.9  
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pakaian adalah 
barang apa yang dipakai (baju, celana, dan sebagainya). Pakaian bekas 
adalah pakaian (baju, celana dsb) yang sudah dipakai oleh orang lain atau 
pakaian (baju, celana, dsb) yang milik orang lain yang kemudian 
diperjualkan atau diberi kepada orang lain kemudian pakaian (baju, 
celana, dsb) dipakai kembali. 
Dalam peraturan perundang-undangan yang ada, pakaian bekas 
dilarang diperjual belikan. Baik di pasar maupun toko-toko yang ada. 
Dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang 
perlindungan konsumen menyatakan: 
(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, 
cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi 
secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Pelaku secara 
khusus dalam Undang-Undang ini pun dilarang 
memperdagangkan barang apapun yang berlabel bekas. 
 
Para pedagang wajib menjualkan barang dalam baru dan tidak 
dalam keadaan bekas atau rusak sekalipun. Begitupula dengan barang 
impor, sesuai Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 28 
Tahun 1982 Pasal 3 menyebutkan bahwa Barang-Barang Impor harus 
dalam keadaan baru. Hal dalam impor barang dalam keadaan baru juga 
disebutkan dalam Pasal 47 ayat (1). Tata impor pakaian bekas sudah 
pelarangan impor gombal (pakaian) baru dan bekas, kemudian dalam 
                                                          
9 Suherman Rosyidi. 2003. Pengantar Teori Ekonomi. Jakarta : PT Raja Grafindo 
Persada. Hal 49. 
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 47 
ayat 4: 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Barang yang 
diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. 
 
Dari ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang 
Perdagangan Pasal 47 ayat 4 ini maka ketentuan lebih lanjut tersebut 
tertuang pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 
sebagai turunan dari Pasal 47 ayat 4 yang mengatur lebih lanjut 
penetapan barang apa saja yang diimpor dalam keadaan tidak baru yaitu 
larangan impor pakaian bekas yang sudah berlaku sejak 2 bulan 
diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan ini yaitu sejak September 
2015.  
3. Sejarah Perkembangan Aturan tentang Larangan  Impor Pakaian 
Bekas 
a. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 1982 
tentang Ketentuan-Ketentuan Umum di Bidang Impor. 
Untuk meningkatkan pembangunan ekonomi serta memfasilitasi 
perdagangan luar negeri, maka perlu menyempurnakan pengaturan 
Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa, maka Keputusan 
Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 28 Tahun 1982  ini mengatur 
lebih lanjut ketentuan-ketentuan umum di bidang impor, khususnya pada 
Pasal 3 menyebutkan bahwa barang-barang yang impor harus dalam 
keadaan baru. 
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b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. 
Pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 7 tentang Perdagangan 
menyebutkan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam 
keadaan baru. Kemudian pada Pasal 47 ayat (2) menyebutkan dalam hal 
tertentu menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan 
tidak baru, kemudian dilanjutkan dalam ayat (4) ketentuan lebih lanjut 
mengenai penetapan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru 
sebagaimana ayat (2) diatur dalam peraturan menteri. Dari undang-
undang Nomor 7 tentang Perdagangan khususnya pada pasal 47 ialah 
para importir wajib  menimpor barangnya dalam keadaan baru dan 
ketentuan-ketentuan mengenai penetapan barang impor dalam keadaan 
tidak baru diatur dalam peraturan menteri setelahnya. 
c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang 
Larangan Impor Pakaian Bekas. 
Dalam perkembangan perdagangan pakaian bekas impor ini 
banyak ditemukan bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi 
membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk 
dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat dan atas dasar tersebut 
untuk melindungi kepentingan konsumen, perlu melarang impor pakaian 
bekas. Dengan peraturan menteri ini dikeluarkan, maka impor pakaian 
bekas telah berlaku di Indonesia. dalam ketentuan peraturan menteri ini 
tidak berlaku terhadap impor pakaian bekas sebagai barang pindahan. 
Barang pindahan yang dimaksud adalah barang-barang keperluan rumah 
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tangga milik orang yang semula berdomisili di luar negeri kemudian 
dibawa pindah ke dalam negeri. 
 
B. Wewenang  
1. Istilah Wewenang 
Seringkali istilah wewenang disamakan dengan kekuasaan, 
padahal istilah kekuasaan jauh berbeda dengan istilah wewenang. Kata 
wewenang berasal dari kata authority (Inggris) dan gezag (Belanda), 
sedangkan kekuasaan berasal dari kata power (Inggris) dan macht 
(Belanda).H.D. Stout mengartikan pendapatnya tentang wewenang: 10  
“Wewenang itu sendiri adalah pengertian yang berasal dari hukum 
organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai 
keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan 
penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di 
dalam hukum publik.” 
 
Pengertian wewenang pemerintahan menurut P. Nicolai:11 
“Pengertian dari wewenang pemerintahan itu sendiri adalah 
kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum 
tertentu yakni tindakan atau perbuatan yang dimaksudkan untuk 
menimbulkan akibat hukum dan mecakup mengenai timbul dan 
lenyapnya akibat hukum.” 
 
 Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama 
dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hal untuk berbuat 
dan tidak berbuat, wewenang adalah sekaligus hak dan kewajiban di 
dalamnya. 12  Hak mengandung pengertian bahwa kekuasaan itu untuk 
mengatur sendiri dan mengelola sendiri sedangkan kewajiban berarti 
                                                          
10 Ridwan HR. 2013. Hukum Administrasi Negara. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 
Hal 98. 
11Aminuddin Ilmar. 2013. Hukum Tata Pemerintahan. Makassar : Identitas Universitas 
Hasanuddin. Hal 115.  
12 Ridwan HR, Op.cit, Hal 99. 
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kekuasaan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan sebagaimana 
harusnya dalam ikatan pemerintahan negara secara menyeluruh. 
Wewenang dalam negara hukum itu sendiri harus menempatkan asas 
legalitas sebagai tiang akan penyelenggaraan pemerintahan dan asal dari 
wewenang pemerintahan juga berasal dari peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Jeffry Alexander Ch. Likadja berpendapat bahwa 
apa yang tercermin dalam masyarakat sebagai perwujudan hukum yang 
sesungguhnya dapatlah dijadikan sebagai pedoman untuk tidak 
mengabaikan rasa keadilan, dengan melakukan implementasi yuridis 
secara bijaksana dan memihak kepada kepentingan masyarakat tanpa 
terkecuali.13 
2. Sifat wewenang 
Dalam pelaksanaannya, pelaksanaan wewenang pemerintah itu 
dilakukan oleh pemerintah sendiri. Tanpa adanya wewenang, maka 
pemerintah tidak bisa melakukan suatu tindakan pemerintah. Pemerintah 
tidak akan melakukan sesuatu tindakan (kebijakan, keputusan) tanpa 
didasari wewenang di dalamnya, jika pemerintah melakukan suatu 
tindakan pemerintah (kebijakan, keputusan) tanpa didasari wewenang 
berdasarkan peraturan perundang-undangan maka tindakan tersebut 
dikatakan perbuatan yang sewenang-wenang. 
Menurut Safri Nugraha sifat wewenang pemerintahan itu meliputi 
tiga aspek, yakni selalu terikat pada suatu masa tertentu, selalu tunduk 
pada batas yang ditentukan dan pelaksanaan wewenang pemerintahan 
                                                          
13 Jeffry Alexander Ch. Likadja. 2015. Hasanuddin Law Review. Memaknai “Hukum 
Negara (Law Through State)” dalam bingkai “Negara Hukum (Rechtsstaat). Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin :  Makassar. Hal 82. 
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terikat pada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis (Asas-Asas Umum 
Pemerintahan yang Baik).14  
Kemudian dijabarkan bahwa sifat wewenang yang selalu terikat 
pada suatu masa tertentu ditentukan secara jelas dan tegas melalui suatu 
peraturan perundang-undangan, jika peraturan perundang-undangan 
sudah tidak sesuai dengan kondisi zaman saat ini, maka akan ada 
perubahan setelahnya, atau dapat dikemukakan bahwa lama berlakunya 
wewenang tersebut disebutkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya. 
Apabila wewenang pemerintahan itu disalahgunakan dan tidak sesuai 
dengan sifat wewenang pemerintahan tersebut maka tindakan pemerintah 
tersebut tidak sah. 
3. Sumber Wewenang 
Asas legalitas adalah ibarat sebagai pondasi dari negara hukum, 
berdasarkan asas tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari 
peraturan perundang-undangan, yang berarti sumber wewenang bagi 
pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang 
bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui 
tiga cara yaitu melalui atribusi, delegasi dan mandat. 
Mengenai atribusi, delegasi dan mandat ini H.D. van Wijk/Willem 
Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut:15 
a. Atribusi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh 
pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. 
b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu 
organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. 
c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan 
kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. 
                                                          
14 Aminuddin Ilmar, Op.cit, Hal 122 
15 Ridwan HR, Op.cit, Hal 102. 
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Berbeda dengan Van Wijk/Willem Konijnenbelt, maka F.A.M Stroink 
dan J.G. Steenbeek mengemukakan bahwa hanya ada dua cara organ 
pemerintahan memperoleh wewenang yakni dengan jalan atribusi dan 
delegasi. Atribusi ialah penyerahan wewenang baru sedangkan delegasi 
ialah pelimpahan wewenang yang telah ada sebelumnya atau organ yang 
telah memperoleh wewenang secara atributif kepada orang lain sehingga 
delegasi sejatinya didahului oleh suatu atribusi lebih dahulu.16 
Dalam hal pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi 
ini terdapat syarat-syarat sebagai berikut:17 
a. Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi (delegans) tidak 
dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah 
dilimpahkan itu; 
b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada 
ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan; 
c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan 
hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi; 
d. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya 
delegans berhak untuk meminta penjelasan tentang 
pelaksanaan wewenang tersebut; 
e. Peraturan kebijakan, artinya delegans memberikan instruksi 
(petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut. 
 
Wewenang yang diperoleh secara atribusi adalah berasal dari 
undang-undang, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara 
langsung dari Pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan 
penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau 
memperluas wewenang yang ada dengan pelaksanaannya berada penuh 
kepada yang menerima wewenang (atributaris). Pada delegasi yang ada 
hanya pelimpahan wewenang dari pejabat/organ pemerintahan satu 
                                                          
16 Aminuddin Ilmar, Op.cit, Hal 127. 
17 Ridwan HR, Op.cit, Hal 104. 
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kepada pejabat/organ pemerintahan lainnya, tanggung jawab berada pada 
penerima delegasi. Pada mandat, melakukan tindakan untuk dan atas 
nama pemberi mandat, tanggung jawabnya berada pada sang pemberi 
mandat. 
 
C. Tindakan Pemerintah 
1. Pengertian Tindakan Pemerintah 
Istilah tindakan diambil dari kata “tindak” dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia (KBBI) kata tindakan dimaksudkan sebagai suatu 
bentuk perilaku kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan 
(organ) yang membawa pada akibat tertentu. Pemerintah sebagai subjek 
hukum, dapat melakukan berbagai tindakan baik tindakan hukum maupun 
tindakan nyata. Tindakan atau perbuatan nyata pemerintahan menurut 
C.J.N Versteden ialah tindakan atau perbuatan nyata pemerintahan 
adalah suatu tindakan atau perbuatan nyata pemerintahan yang tidak ada 
relevansinya dengan hukum dan oleh karenanya tidaklah menimbulkan 
akibat hukum. 18  Muhammad Yamin mengemukakan mengenai Negara 
Hukum Indonesia sebagai kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah 
republik Indonesia itu hanya berdasarkan dan berasal daripada undang-
undang dan sekali-kali tidak berdasarkan kekuasaan senjata, kekuasaan 
sewenang-wenang atau kepercayaan, bahwa kekuatan badanlah yang 
boleh memutuskan segala pertikaian dalam negara.19 
                                                          
18 Aminuddin Ilmar, Op.cit, Hal 145. 
19 Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi. 2014. Membangun Hukum Berdasarkan 
Pancasila. Bandung : Nusa Media. Hal 41. 
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Contoh dari tindakan nyata pemerintah seperti, pemerintah 
diundang dalam peresmian suatu acara, menghadiri dan memberi kata 
sambutan pada kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, atau 
menandatangani peresmian gedung pemerintah dan sebagainya. R.J.H.M 
Huisman bahwa suatu tindakan hukum pemerintah adalah suatu tindakan 
atau perbuatan hukum yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan 
kewajiban.20  
Ridwan H.R. istilah tindakan hukum ini semula berasal dari ajaran 
hukum perdata yang kemudia diserap ke dalam hukum administrasi 
negara, dan tindakan hukum menurut administrasi negara ialah suatu 
pernyataan kehendak yang muncul dari organ administrasi dalam 
keadaan khusus, dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dalam 
bidang hukum administrasi negara.21 
Dari tindakan hukum pemerintahan akan lahir akibat-akibat yang 
memiliki relevansi dengan hukum, seperti penciptaan hubungan hukum 
baru, perubahan atau pengakhiran hubungan hukum yang ada. Dengan 
kata lain, akibat-akibat hukum itu dapat berupa hal-hal sebagai berikut: 
a. Jika menimbulkan beberapa perubahan hak, kewajiban atau 
kewenangan yang ada. 
b. Bilamana menimbulkan perubahan kedudukan hukum bagi 
seseorang atau objek yang ada. 
c. Bilamana terdapat hak-hak, kewajiban, kewenangan, ataupun 
status tertentu yang ditetapkan. 
                                                          
20 Aminuddin Ilmar, Loc.cit. 
21 Ridwan H.R, Op.cit, Hal 110. 
23 
Dijelaskan bahwa tindakan hukum pemerintah merupakan 
kehendak sepihak  dari organ pemerintahan dan kedepannya membawa 
akibat pada hubungan hukum yang ada, maka kehendak organ tersebut 
tidak boleh mengandung cacat seperti kekhilafan, penipuan, paksaan, dan 
lain-lain yang menyebabkan akibat hukum tidak sah. Oleh karena itu 
setiap tindakan hukum pemerintah harus berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, agar tindakan tersebut tidak akan 
menyimpang dan bertentangan dengan peraturan yang ada yang dapat 
menyebabkan akibat-akibat hukum yang muncul tersebut batal. 
2. Unsur-Unsur Tindakan Hukum Pemerintah 
Tindakan hukum pemerintah adalah tindakan yang dilakukan oleh 
organ pemerintahan atau administrasi negara yang dimaksudkan untuk 
menimbulkan akibat-akibat hukum dalam bidang pemerintah maupun 
administrasi negara. Dari pengertian tersebut muncullah rumusan bahwa 
terdapat unsur-unsur dalam pengertian tersebut. Menurut Muchsan bahwa 
unsur-unsur tindakan pemerintah yaitu:22 
1. Tindakan atau perbuatan hukum itu dilakukan oleh organ atau 
badan pemerintahan (aparat pemerintah) dalam kedudukannya 
sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan 
pemerintah dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri. 
2. Tindakan atau perbuatan hukum tersebut dilaksanakan dalam 
rangka menjalankan fungsi pemerintahan. 
3. Tindakan atau perbuatan hukum tersebut dimaksudkan sebagai 
sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum 
administrasi. 
4. Tindakan atau perbuatan hukum yang bersangkutan dilakukan 
dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat. 
 
                                                          
22 Aminuddin Ilmar, Op.cit, Hal 151. 
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Dari beberapa unsur yang dikemukakan oleh Muchsan, menurut 
Ridwan HR tindakan yang dilakukan baik oleh organ/badan atau aparat 
pemerintahan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan 
serta kepentingan negara dan rakyat.23 Dapat ditambah mengenai asas 
legalitas yaitu segala perbuatan hukum administrasi harus didasarkan 
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika tindakan tersebut 
tidak didasarkan peraturan perundang-undangan maka dapat dikatakan 
bahwa tindakan  hukum  pemerintah tersebut tindakan hukum tanpa 
kewenangan. Ni’Matul Huda menyatakan salah satu asas penting negara 
hukum adalah asas legalitas, substansi legalitas tersebut adalah 
menghendaki agar setiap tindakan badan/pejabat administrasi 
berdasarkan undang-undang. Tanpa dasar undang-undang, 
badan/pejabat administrasi negara tidak berwenang melakukan suatu 
tindakan yang dapat mengubah atau mempengaruhi keadaan hukum 
warga masyarakat.24 
3. Macam-Macam Tindakan Hukum Pemerintah 
Pemerintah atau administrasi negara adalah subjek hukum yang 
mewakili dau institusi yaitu jabatan pemerintahan dan badan hukum. 
Dikarenakan dua institusi tersebut, maka ada dua macam tindakan hukum 
yaitu tindakan hukum publik dan tindakan hukum privat. 
Ridwan H.R menyatakan tindakan hukum pemerintahan dijelaskan 
sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam 
menjalankan dungsi pemerintahannya dapat dibedakan dalam tindakan 
                                                          
23 Ridwan HR, Op.cit, Hal 113. 
24 Ni’Matul Huda. 2005. Hukum Tata Negara. Jakarta : Rajagrafindo Persada. Hal 86. 
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hukum publik dan tindakan hukum privat.Tindakan hukum publik berarti 
tindakan hukum yang dilakukan tersebut didasarkan pada hukum publik, 
sedangkan tindakan hukum privat adalah tindakan hukum yang 
didasarkan pada ketentuan hukum keperdataan.25 
Keadaan hukum pemerintah yang mewakili dua institusi ini diatur 
dalam dua bidang hukum yaitu hukum publik dan hukum privat. Dalam 
realita, cukup sulit untuk membedakan kapan tindakan hukum pemerintah 
diatur oleh hukum publik dan kapan tindakan hukum pemerintah diatur 
oleh hukum privat. Tindakan pemerintah tidak selalu dilakukan oleh organ 
pemerintah tetapi juga dilakukan oleh seseorang atau badan hukum 
perdata dengan ketentuan tertentu. Ada dua macam tindakan hukum 
publik, yaitu yang bersifat murni yaitu tindakan yang didasarkan 
kewenangan publik, dan bersifat campuran antara hukum publik dan 
hukum privat. 
Untuk menentukan kapan tindakan pemerintah diatur oleh hukum 
publik dan hukum privat dilihat dari kedudukan pemerintah dalam 
menjalankan tindakan tersebut. Jika pemerintah dalam posisi sebagai 
pemerintah, amaka hukum publik yang berlaku, jika pemerintah dalam 
posisi tidak sebagai pemerintah (badan hukum) maka hukum privatlah 
yang berlaku. Jika pemerintah terlibat dalam situasi keperdataan bukan 
dalam pihak yang memelihara kepentingan umum, maka tidak berbeda 
dengan pihak swasta, dan harus tunduk pada hukum privat.  
 
                                                          
25 Ridwan H.R, Op.cit, Hal 114. 
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4. Karakteristik Tindakan Hukum Pemerintah 
Terdapat dua pandangan atau pendapat dikalangan para ahli 
tentang sifat dari tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan. Yang 
pertama menyatakan bahwa tindakan hukum pemerintah itu selalu hanya 
bersifat sepihak atau hubungan hukum yang bersegi satu. Pada pendapat 
ini tidak ada satupun tindakan pemerintah yang bersegi dua dan tidak ada 
perjanjian yang diatur oleh hukum publik, kalaupun ada akan tetapi 
hanyalah tindakan yang samar-samar akan tetapi sejatinya tetap 
merupakan tindakan hukum bersifat sepihak. Sementara para ahli yang 
lain menyebutkan bahwa suatu tindakan hukum pemerintahan yang 
bersifat bersegi dua yang diatur berdasarkan hukum publik. Para ahli 
disini menyebutkan bahwa sama akannya perjanjian yang diatur dalam 
hukum perdata dimana adanya dua pihak yang berkehendak bebas dan 
menentukan secara sukarela apa yang akan diperjanjikan nantinya 
sehingga menghasilkan persesuaian kehendak keduanya, seperti kontrak 
atau perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dengan pekerja dalam waktu-
waktu yang sudah disepakati. Menurut W.F. Prins lebih lazim terjadi dalam 
tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan, adalah seringkali 
pernyataan kehendak pemerintah dijadikan titik berat dalam 
pelaksanaannya, sedangkan kegaiatan pihak yang bersangkutan yang 
melahirkan awal usahanya menjadi tergeser ke belakang sekalipun 
kemudian ditentukan bahwa pihak yang bersangkutan harus menyetujui 
penawaran yang diberikan oleh pemerintah kepadanya.26 Indroharto juga 
                                                          
26 Aminuddin Ilmar, Op.cit, Hal 161. 
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menyatakan bahwa tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan itu 
selalu bersifat sepihak oleh karena tergantung pada kehendak sepihak 
dari pemerintah yang memiliki wewenang pemerintahan untuk berbuat 
demikian. 
 Dalam hukum administrasi dikatakan bahwa hubungan hukum 
antara pemerintah dalam porsinya sebagai wakil dari jabatan 
pemerintahan dan bukan dalam kapasitasnya selaku wakil dari badan 
hukum pemerintahan, dengan seseorang atau badan hukum perdata 
tidaklah berada dalam kedudukan yang sejajar. Dikatakan bahwa 
pemerintah mempunyai kedudukan yang khusus karena sebagai pihak 
yang diberi kewajiban untuk mengatur dan menyelenggarakan tugas bagi 
kepentingan umum dan pemerintah diberi wewenang untuk membuat dan 
menerapkan peraturan perundang-undangan, atau menerapkan sanksi-
sanksi dari hukum tersebut. Hal itulah yang menyebabkan bahwa 
kedudukan pemerintah berbeda oleh seseorang atau badan hukum 
perdata. 
 Pada realitanya bahwa urusan pemerintahan tidak dapat 
diselenggarakan oleh organ pemerintahan tersebut, baik menjalankan 
tugas dan urusan negara serta tidak semua tugas pemerintahan dapat 
dijalankan secara serempak dengan organ pemerintahan lainnya, 
dikarenakan cakupan urusan pemerintahan itu sangat lebar dan luas 
sekali, sehingga memperlambat akan efektifitas dan efisiensi 
pelaksanaannya maka dapat dilibatkan pihak swasta dalam hal ini dengan 
cara perjanjian maupun kerja sama. Tindakan hukum pemerintahan yang 
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dilakukan dengan melibatkan pihak swasta ini juga disebut sebagai 
tindakan hukum campuran. E. Utrecht menyebutkan beberapa cara 
pelaksanaan urusan pemerintahan yaitu:27 
1. Yang bertindak ialah administrasi negara sendiri; 
2. Yang bertindak ialah subjek hukum (=badan hukum) lain yang 
tidak termasuk administrasi negara dan yang mempunyai 
hubungan istimewa atau hubungan biasa dengan pemerintah; 
3. Yang berindak ialah subjek hukum lain yang tidak termasuk 
administrasi negara dan yang menjalankan pekerjaannya 
berdasarkan suatu konsesi atau berdasarkan izin yang 
diberikan oleh pemerintah; 
4. Yang bertindak ialah subjek hukum lain yang tidak termasuk 
administrasi negara dan yang diberi subsidi pemerintah; 
5. Yang bertindak ialah pemerintah bersama-sama dengan subjek 
hukum lain yang bukan administrasi negara dan kedua belah 
pihak itu bergabung dalam bentuk kerjasama yang diatur oleh 
hukum privat; 
6. Yang bertindak ialah yayasan yang didirikan oleh pemerintah 
atau diawasi pemerintah; 
7. Yang bertindak ialah subjek hukum lain yang bukan 
administrasi negara, tetapi diberi suatu kekuasaan memerintah 
(delegasi perundang-undangan). 
 
 Dari penjabaran tersebut bahwa peran dan fungsi dan tugas-tugas 
pemerintahan dapat diselenggarakan oleh pihak swasta untuk turut serta 
menyelenggerakan urusan pemerintah dalam hal agar menjadi efektif dan 
efisien. Tetapi dalam pelaksanaannya tersebut, pemerintah tetap 
bertanggung jawab di dalamnya. 
 
D. Perdagangan 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perdagangan 
adalah perihal dagang, urusan dagang, perniagaan, gelap perdagangan 
yang dilakukan secara tidak sah (tanpa membayar cukai dan sebagainya), 
transit perdagangan barang dengan terus mengirimkannya ke tempat atau 
                                                          
27 Ridwan HR, Op.cit, Hal 121. 
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negara lain. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 
Tentang Perdagangan, perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait 
dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui 
batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau 
Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. 
Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, 
disebutkan bahwa perdagangan diperbolehkan dalam 3 cakupan yaitu 
Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri dan Perdagangan 
Perbatasan. Dalam Pasal 1 UU Nomor 7 tentang Perdagangan 
menyatakan: 
a. Perdagangan Dalam Negeri adalah Perdagangan Barang 
dan/atau Jasa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yang tidak termasuk Perdagangan Luar Negeri. 
b. Perdagangan Luar Negeri adalah Perdagangan yang mencakup 
kegiatan Ekspor dan/atau Impor atas Barang dan/atau 
Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara. 
c. Perdagangan Perbatasan adalah Perdagangan yang dilakukan 
oleh warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di daerah 
perbatasan Indonesia dengan penduduk negara tetangga untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-hari. 
 
Jika ada suatu daratan yang luas dan memiliki potensi yang sama, 
kemudian pada daratan tersebut ditinggali oleh keluarga/kelompok yang 
merata dengan jarak yang sama antar wilayah satu dengan yang lain, 
maka cepat maupun lambat akan terjadi konsentrasi atau pemusatan 
domisili keluarga/kelompok tersebut. Menurut Bernard Arief S struktur 
keberadaan manusia dalam pandangan hidup pancasila adalah 
kebersamaan dengan sesamanya di dunia. Hal ini dapat terjadi baik dari 
30 
faktor ekonomi maupun kebutuhan sosial. 28  Jimly Asshiddiqie juga 
mengemukakan konsep kewajiban manusia disadari dan diakui sebagai 
penyeimbang atas pemahaman mengenai kebebasan dan tanggung 
jawab, hak berhubungan erat dengan kebebasan, kewajiban berkaitan 
dengan konsep tanggung jawab. Kebutuhan sosial yakni saling tolong 
menolong di dalamnya, berteman, bertukar pikiran melakukan pekerjaan 
secara bersama-sama yang tidak dapat dikerjakan sendiri atau dengan 
alasan keamanan.29  Konsentrasi domisili berdasarkan ekonomi muncul 
karena bakat dan keahlian tiap individu yang berbeda-beda akan 
menciptakan suatu spesialisasi. Kebutuhan keluarga/kelompok tidak lagi 
dihasilkan oleh masing-masing keluarga, tetapi cukup 
mengkonsentrasikan diri pada kegiatan tertentu sedangkan kebutuhan 
lainnya dapat diperoleh melalui pertukaran (jual beli). Spesialisasi itu 
sendiri akan meningkatkan produktivitas dan menekan biaya serta dapat 
menambah akan jenis-jenis dan jumlah produksi. Karena tiap keluarga 
menghasilkan produk tertentu, terjadilah pertukaran barang yang akhirnya 
menciptakan perdagangan. Perdagangan berbagai macam konsentrasi di 
suatu lokasi tertentu akan menolong konsumen maupun produsen. 
Konsumen cukup mendatangi satu tempat yang sudah disediakan untuk 
memperoleh kebutuhannya dan produsen akan lebih mudah dalam 
memperoleh bahak baku dan menjual hasil produksinya. Dengan 
munculnya beberapa tempat konsentrasi yang berpusat dalam satu 
                                                          
28 Bernard Arief Sidharta. 2000. Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum. Bandung : 
Mandar Maju. Hal 185. 
29 Jimly Asshiddiqie. 2009. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta : Rajawali Pers. 
Hal 368. 
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tempat, seluruh daratan tersebut akan terbagi-bagi dalam beberapa 
tempat konsentrasi dan masing-masing wilayah tersebut memiliki wilayah 
berpengaruh. Menurut Achmad Ali hubungan antara sektor ekonomi 
dengan sektor hukum tidak hanya berupa pengaturan hukum terhadap 
aktivitas perekonomian, melainkan juga bagaimana pengaruh sektor 
ekonomi terhadap hukum, kita perlu memandang hukum sebagai sesuatu 
yang tidak otonom sifatnya, yang mempunyai hubungan saling 
mempengaruhi dengan sektor-sektor nonhukum termasuk sektor 
ekonomi.30 
 Ketika manusia bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya, 
secara naluriah manusia memiliki insting untuk mengikuti jalur lalu lintas 
yang sudah lazim banyak orang lain gunakan, guna memberi kepastian 
jalur tersebut lah yang dapat membawanya ke tempat yang akan dituju. 
Rosseau memberikan alasan manusia hidup bernegara dengan 
mengemukakan pendapat  selama manusia tidak dapat melahirkan 
kekuatan baru dan hanya menyatukan kekuatan yang sudah ada, mereka 
tidak akan memiliki cara lain untuk mempertahankan diri selain formasi 
yang sudah ada, yakni dengan suatu agregasi yang merupakan tambahan 
kekuatan yang cukup besar untuk mengatasi masalah pertahanan diri 
mereka.31 Jika tujuan perjalanan berbeda-beda maka alur jalan tersebut 
akan memiliki beberapa persimpangan, persimpangan inilah yang 
digunakan sebagai pemukiman, dan semakin lama semakin berkembang 
dan dijadikan pula tempat konsentrasi baru. Suatu tempat bisa juga 
                                                          
30 Achmad Ali. 2002. Menguak Tabir Hukum. Bogor : Ghalia Indonesia. Hal 57. 
31 Hotma Sibuea. 2010. Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, & Asas-Asas Umum 
Pemerintahan yang Baik. Jakarta : Erlangga. Hal 4. 
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dijaikan tempat konsentrasi karena hal-hal khusus di dalamnya yang 
menarik orang untuk datang ke tempat tersebut, misalnya ditemukan 
suatu bahan perminyakan, daerah yang memiliki banyak tempat 
pariwisata, dll. Terhadap hal khusus ini maka sifat konsentrasinya akan 
terbatas sesuai potensi tersebut. Christaller menyatakan bahwa produsen 
berbagai jenis barang untuk orde yang sama cenderung berlokasi pada 
titik sentral di wilayahnya dan hal ini mendorong terciptanya kota.32 
 Dalam perencanaan wilayah, perlu untuk menetapkan suatu tempat 
baik pemukiman atau tempat kegaiatan sebagai kota atau bukan karena 
kota memiliki fungsi yang berbeda sehingga fasilitasnya pun akan berbeda 
dibanding di pedesaan. Program yang diberi pemerintah pun dibedakan 
antara kota dan desa, salah satu kriteria umum digunakan adalah dari 
jumlah penduduknya. 
 Perlu menetapkan kriteria apakah suatu lokasi konsentrasi itu 
sudah memenuhi syarat dan layak dijadikan sebagai kota. Badan Pusat 
Statistik (BPS), dalam pelaksanaaan survey status desa/kelurahan yang 
dilakukan pada tahun 2000, menggunakan kriteria untuk 
menetapkanapakah suatu desa/kelurahan dikategorikan sebagai desa 
atau sebagai kota, kriteria yang digunakan adalah:33 
1. Kepadatan penduduk per km, 
2. Presentase rumah tangga yang mata pencaharian utamanya 
pertanian atau non pertanian, 
3. Presentase rumah tangga yang memiliki telepon, 
4. Presentase rumah tangga yang menjadi pelanggan listrik, 
5. Fasilitas umum yang ada di desa/kelurahan, seperti: fasilitas 
pendidikan, pasar, tempat hiburan, kompleks pertokoan, dan 
fasilitas lain seperti hotel, bilyar, diskotik, karaoke, panti pijat, 
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dan salon. Masing-masing fasilitas diberi skor (nilai). Atas dasar 
skor yang dimiliki desa/kelurahan tersebut maka ditetapkan 
desa/kelurahan tersebut masuk dalam salah satu kategori 
berikut: perkotaan besar, perkotaan sedang, perkotaan kecil, 
dan pedesaan. 
 
Kriteria BPS diatas hanya didasarkan atas kondisi fisiknya saja, 
seharusnya dilengkapi dengan melihat apakah tempat konsentrasi 
tersebut menjalankan fungsi perkotaan atau tidak. Contoh adalah mata 
pencaharian penduduk perlu dibuat ketentuan bahwa mata pencaharian 
penduduk di dalamnya bervariasi dan tidak hanya tergantung dari satu 
sektor saja, sehingga dapat terjadi transaksi tiap sektor yang bernilai 
ekonomi. Berbagai fasilitas yang ada seperti tempat perdagangan, jasa, 
pendidikan, kesehatan, tidak hanya melayani/dimanfaatkan oleh 
penduduk  kota itu sendiri, tetapi juga melayani masyarakat yang datang 
dari luar kota.  
Pusat pertumbuhan dapat diartikan dengan dua cara, yaitu secara 
fungsional dan secara geografis. Secara fungsional bahwa pusat 
pertumbuhan adalah suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha atau 
cabang industri yang karena kehidupan ekonomi baik ke dalam maupun 
keluar. Robinson Tarigan menyatakan secara geografis, bahwa pusat 
pertumbuhan adalah suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan 
kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik yang menyebabkan 
berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi di lokasi tersebut pusat 
pertumbuhan harus memiliki empat ciri, yaitu adanya hubungan intern 
antara berbagai macam kegiatan yang memiliki nilai ekonomi, adanya 
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multiplier effect (unsur pengganda), adanya konsentrasi geografis, dan 
bersifat mendorong pertumbuhan daerah belakangnya:34  
1. Adanya hubungan internal dari berbagai macam kegiatan 
Hubungan internal sangat menentukan dinamika sebuah kota. Ada 
keterkaitan antara satu sektor dengan sektor lainnya sehingga 
apabila ada satu sektor yang tumbuh akan mendorong 
pertumbuhan ektor lainnya, karena saling terkait. Jadi, kehidupan 
kota menjadi satu irama dengan berbagai komponen kehidupan 
kota dan menciptakan sinergi untuk saling mendukung terciptanya 
pertumbuhan. Pertumbuhan tidak terlihat pincang, ada sektor yang 
tumbuh cepat tetapi ada sektor lain yang tidak terkena imbasnya 
sama sekali. Hal ini berbeda dengan sebuah kota yang fungsinya 
hanya sebagai perantara (transit). Kota perantara apabila kota itu 
hanya berfungsi mengumpulkan berbagai bahan dari daerah 
belakangnya dan menjualnya ke kota lain yang lebih besar/luar 
wilayah dan membeli berbagai kebutuhan masyarakat dari kota lain 
dan dijual atau didistribusikan ke wilayah belakangnya. Pada kota 
perantara tidak terdapat banyak pengolahan ataupun kegiatan yang 
menciptakan nilai tambah. Kalaupun ada pengolah hanya bersifat 
penyortiran (seleksi) danpembungkusa, sedangkan kegiatan yang 
bersifat mengubah bentuk dan kegunaan barang masih sedikit. 
 
 
                                                          
34 Robinson Tarigan , Op.cit, Hal 151. 
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2. Efek pengganda (multiplier effect) 
Keberadaan sektor-sektor yang saling terkait dan saling 
mendukung akan menciptakan efek pengganda. Apabila ada satu 
sektor atas permintaan dari luar wilayah, produksinya meningkat 
karena ada keterkaitan membuat produksi sektor lain juga 
meningkat dan akan terjadi beberapa kali putaran pertumbuhan 
sehingga total kenaikan produksi bisa beberapa kali lipat 
dibandingkan dengan kenaikan permintaan dari luar untuk sektor 
tersebut (sektor yang pertama meningkat permintaannya). Unsur 
efek pengganda sangat berperan dalam membuat kota itu mampu 
memacu pertumbuhan belakangnya. Karena kegiatan berbagai 
sektor di kota meningkat tajam maka kebutuhan kota akan bahan 
baku/tenaga kerja yang dipasok dari belakangnya akan meningkat 
tajam. 
3. Adanya konsentrasi geografis 
Konsentrasi geografis dari berbagai sektor atau fasilitas, selain bisa 
menciptakan efisiensi diantara sektor-sektor yang saling 
membutuhkan, juga meningkatkan daya tarik (attractiveness) dari 
kota tersebut. Orang yang datang ke kota tersebut bisa 
mendapatkan berbagai kebutuhan pada lokasi yang berdekatan. 
Jadi, kebutuhan dapat diperoleh dengan lebih hemat waktu, tenaga 
dan biaya. Hal ini membuat kota itu menarik untuk dikunjungi dan 
karena volume transaksi yang makin meningkat akan menciptakan 
economic of scale sehingga tercipta efisiensi lanjutan. 
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4. Bersifat mendorong daerah belakangnya  
Hal ini berarti antara kota dan wilayah belakangnya terdapat 
hubungan yang harmonis. Kota membutuhlkan bahan baku dari 
wilayah belakangnya dan menyediakan berbagai kebutuhan 
wilayah belakangnya untuk dapat mengembangkan diri. Apabila 
terdapat hubungan yang harmonis dengan wilayah belakangnya 
dan kota itu memiliki tigas karakteristik yang disebutkan terdahulu, 
otomatis kota itu memiliki tiga karakteristik yang disebutkan 
terdahulu, otomatis kota itu akan berfungsi untuk mendorong 
belakangnya. 
Jadi dapat dikatakan bahwa konsentrasi kegiatan ekonomi dapat 
dianggap pusat pertumbuhan apabila konsentrasi itu dapat mempercepat 
pertumbuhan ekonomi baik ke dalam (diantara berbagai sektor di dalam 
kota) maupun keluar (ke daerah dibelakangnya). 
1. Impor 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Impor adalah 
pemasukan barang dagangan dari luar negeri. Mengimpor berarti 
memasukkan barang dagangan dan sebagainya dari luar negeri, 
pengimpor adalah orang (perusahaan dan sebagainya) yang mengimpor; 
importir. Pengimporan berarti proses, perbuatan, cara mengimpor. Impor 
suatu negara merupakan ekspornya negara mitra dagang. Impor dapat 
diartikan membeli barang-barang dari luar negeri sesuai dengan 
ketentuan pemerintah yang dibayar dengan menggunakan valuta asing.35  
                                                          
35 Astuti Purnamawati dan Sri Fatmawati. 2013. Dasar-Dasar Ekspor Impor. Yogyakarta : 
UPP STIM YKPN. Hal 13. 
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Impor merupakan salah satu komponen dari pengeluaran atau 
konsumsi untuk barang-barang atau jasa dari luar negeri. Dalam teori 
konsumsi disebutkan bahwa konsumsi ditentukan oleh tingkat 
pendapatan. Demikian pula juga untuk konsumsi barang-barang jasa dari 
luar negeri, besarnya akan sangat ditentukan oleh faktor pendapatan, 
walaupun sebenarnya impor juga ditentukan oleh faktor-faktor lain. Ada 
beberapa faktor yang dapat mempengaruhi impor, antara lain adalah 
tingkat pendapatan, harga relatif barang di dalam negeri dan diluar negeri 
serta nilai tukar dalam negeri terhadap mata uang asing.36 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, 
importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik 
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang 
melakukan Impor. 
Setiap importir wajib memiliki pengenal sebagai importir seperti 
pada Pasal 45 berbunyi: 
1) Impor Barang hanya dapat dilakukan oleh Importir yang 
memiliki pengenal sebagai Importir berdasarkan penetapan 
Menteri.  
2) Dalam hal tertentu, Impor Barang dapat dilakukan oleh 
Importir yang tidak memiliki pengenal sebagai Importir.  
3) Ketentuan mengenai pengenal sebagai Importir sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri. 
 
Peraturan menteri yang dimaksud adalah Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 70 Tahun 2015 tentang Angka Pengenal Importir. 
Pada penerbitan Pengenal Importir tersebut menurut Pasal 12 
kewenangan penerbitan Angka Pengenal Importir (API) berada pada 
                                                          
36 Ibid, Hal 14. 
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menteri, yang kemudian menteri memberikan mandat kewenangan 
penerbitan API kepada Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal 
(BKPMD), Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri kementrian 
perdagangan dan Kepala Dinas Provinsi. 
Impor itu sendiri beserta larangan pembatasan dan perizinannya 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. 
Pada Pasal 47 menyatakan: 
(1) Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan 
baru. 
(2) Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan Barang 
yang diimpor dalam keadaan tidak baru. 
(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang keuangan. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Barang yang 
diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. 
 
Dapat disimpulkan bahwa dalam impor tidak bisa mencakup semua 
barang, tetapi ada barang-barang tertentu yang tidak bisa dijadikan 
barang impor yaitu selain barang dalam keadaan baru atau bisa disebut 
bekas. Dalam ketentuan lebih lanjut dalam klasifikasi barang yang tidak 
boleh diimpor sudah diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri 
perdagangan. Dalam menjalankan peraturan pasti berjalan lurus dengan 
sanksi yang dikenakan apabila para importir tidak mematuhi undang-
undang tersebut, telah diatur dalam Undang Undang Nomor 7 tahun 2014 
Tentang Perdagangan Pasal 112 ayat (2): 
(2) Importir yang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai 
Barang yang dilarang untuk diimpor sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/pidana denda 
paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
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Dalam menertibkan dan menjalankan Undang-Undang tersebut 
pasti ada lembaga/badan yang berwenang dibelakangnya, salah satunya 
adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Tugas lain Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah menjalankan peraturan terkait 
ekspor dan impor yang diterbitkan oleh departemen atau instansi 
pemerintahan yang lain, seperti dari Departemen Perdagangan, 
Departemen Pertanian, Departemen Kesehatan, Badan Pengawas Obat 
dan Makanan, Departemen Pertahanan dan peraturan lembaga lainya. 
DJBC sebagai pihak yang berwenang dalam menjalankan peraturan yang 
berkaitan dengan ekspor impor yang masuk ke indonesia, beserta 
pelanggaran pelanggaran yang sudah banyak terjadi. 
2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan organisasi dibawah 
naungan Kementerian Keuangan RI. Dalam Undang-Undanng Nomor 17 
Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 
tentang Kepabeanan Pasal 1 ayat 10 menyebutkan: 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas 
pokok dan fungsi departemen keuangan di bidang kepabeanan dan 
cukai. 
 
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan dalam Pasal 2 
Departemen Keuangan mempunyai tugas yaitu:  
Departemen Keuangan mempunyai tugas membantu Presiden 
dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang 
keuangan dan kekayaan negara. 
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Pasal 2, Departemen 
Keuangan menyelenggarakan fungsinya, yaitu dalam Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Pasal 3 Tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Departemen Menteri Keuangan:  
a. Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan  
kebijakan teknis di bidang keuangan dan kekayaan negara,  
b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan  
kekayaan negara,  
c. pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara yang menjadi 
tanggung jawabnya,  
d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang keuangan dan 
kekayaan negara,  
e. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di 
bidang keuangan dan kekayaan negara kepada Presiden. 
Adapun tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan 
Pasal 618 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Menteri Keuangan 
adalah:  
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas merumuskan 
serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang 
kepabeanan dan cukai sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan 
oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang 
undangan yang berlaku. 
 
Dijabarkan fungsi-fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada 
Pasal 619 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 
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Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Menteri Keuangan, 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyelenggarakan fungsi-fungsi: 
a. Penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di 
bidang kepabeanan dan cukai,  
b. pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai,  
c. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di 
bidang kepabeanan dan cukai,  
d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kepabeanan 
dan cukai,  
e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal. 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki wewenang 
pelaksanaan pengawasan dalam Kepabeanan dan Cukai. Dalam hal ini 
pengawasan Kepabeanan yang dimaksud yakni pengawasan lalu lintas 
barang yang masuk dan keluar serta pemungutan bea masuk dan bea 
keluar. Hal ini juga tercantum dalam pejelasan umum Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Tipe Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian 
hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi 
penelitian untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan 
atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta 
melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat 
memberikan informasi mengenai pengawasan peraturan larangan impor 
pakaian bekas di Kota Makassar. 
 
B. Lokasi Penelitian    
Penulisan karya tulis ini melibatkan lokasi penelitian di Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar , 
alasan pemilihan lokasi didasarkan pada latar belakang masalah dan 
perumusan masalah yang berkaitan dengan judul ini, agar data dan hasil 
penelitian dapat disajikan dengan akurat.    
 
C. Jenis dan Sumber Data   
Data yang terhimpun dari hasil penelitian ini, baik penelitian 
kepustakaan maupun penelitian lapangan, dapat digolongkan dalam 2 
(dua) jenis data yaitu: 
1. Data Primer    
Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 
responden di lapangan atau lokasi penelitian. Responden yang dimaksud 
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yakni wawancara dengan pihak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 
Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar, importir dan penjual pakaian 
bekas impor. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari 
responden yang diwawancara. Responden merupakan pihak yang 
berkompeten terkait penelitian ini.   
2. Data Sekunder   
Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka 
berupa buku, dokumen, Peraturan Perundang-undangan, surat kabar 
Online, internet dan lain-lain yang berhubungan dengan objek penelitian. 
Sumber data dalam penelitian ini adalah:  
1. Penelitian pustaka (library research), yaitu membaca serta 
menelaah berbagai literatur seperti buku kepustakaan, koran dan 
karya ilmiah yang relevan dan berkaitan langsung dengan objek 
penelitian.  
2. Penelitian lapangan (field research), yaitu pengumpulan data 
dengan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang 
diselidiki.   
 
D. Metode Pengumpulan Data   
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 
cara sebagai berikut:   
1. Data Primer yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan 
kepada para penjual pakaian bekas mengenai larangan Impor 
Pakaian Bekas di kota Makassar.   
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2. Data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen, yaitu 
mengumpulkan data sekunder yang relevan dengan objek 
penelitian. 
 
E. Analisis Data   
Keseluruhan data yang diperoleh baik data primer maupun data 
sekunder diolah, lalu di analisis secara kualitatif kemudian disajikan 
secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan 
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Pengawasan Larangan Impor Pakaian Bekas Di Kota Makassar 
Pakaian merupakan salah satu kebutuhan primer dalam kebutuhan 
umat manusia selain pangan dan papan. Karena pakaian merupakan hal 
yang selalu melekat pada tubuh kita setiap harinya. Pakaian juga sebagai 
alat penutup tubuh yang akan memberikan kenyamanan serta keamanan 
memakainya dalam kehidupan sehari-hari.  
Pakaian bekas merupakan pakaian yang dibeli dan dipakai dari 
konsumen pertama kemudian dijual kembali kepada konsumen kedua 
ataupun seterusnya. Pakaian ini memiliki daya tarik tersendiri bagi 
masyarakat yaitu selain memiliki kualitas yang baik juga harga yang relatif 
murah. Umumnya pakaian bekas ini memiliki merek-merek yang sudah 
diakui kualitasnya dan dengan model yang tidak ketinggalan zaman.  
Masyarakat di Kota Makassar sering menyebut pakaian bekas 
dengan istilah “cakar”. istilah “cakar” merupakan singkatan dari cap 
karung, dikarenakan para penjual menjual dagangannya dalam karung-
karung besar yang didalamnya memuat pakaian bekas impor.  
Pedagang yang menjual pakaian bekas impor tidak sesuai dengan 
tujuan kegiatan perdagangan berdasarkan Pasal 3 huruf (h) dan (i) 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yaitu 
meningkatkan citra produk dalam Negeri, akses pasar, dan ekspor 
nasional dan meningkatkan perdagangan produk berbasis ekonomi kreatif 
yaitu dengan membeli pakaian produksi lokal, secara tidak langsung dapat 
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meningkatkan produktifitas dan melestarikan pakaian produk lokal itu 
sendiri. Dalam perkembangannya, banyak ditemukan  dampak yang 
negatif terhadap pemakai pakaian bekas impor yaitu pada kesehatan bagi 
tubuh manusia jika memakainya.  
Larangan impor pakaian bekas bukanlah peraturan baru 
pemerintah. Pemerintah telah melarang kehadiran impor pakaian bekas 
berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 1982, 
khususnya pada Pasal 3 menyebutkan bahwa barang-barang yang impor 
harus dalam keadaan baru, hingga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 
Tentang Perdagangan mengenai larangan impor barang bekas yang 
diatur pada peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51 
Tahun 2015 yang menyebutkan setiap importir wajib mengimpor barang 
baru. 
Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 tahun 2015 
tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, pada Pasal 1 ayat 1 
menyebutkan bahwa:Impor adalah kegiatan yang memasukkan barang ke 
dalam daerah pabean. 
Daerah pabean yang dimaksud menurut Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
1995 tentang Kepabeanan Pasal 1 ayat 2 adalah wilayah RI (darat, air 
dan ruang udara diatasnya, tempat-tempat tertentu di zona ekslusif dan 
landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang ini. 
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Dalam hal tersebut diatas maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di 
bidang kepabeanan dan cukai. 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) 
adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah. Sesuai 
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
74/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata kerja Instansi Vertikal 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai saat ini terdapat 113 Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan (KPPBC) yang tersebar di seluruh Indonesia 
salah satunya adalah Makassar.  
Visi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 
Madya Pabean B Makassar yaitu menjadi kantor pengawasan dan 
pelayanan bea dan cukai modern yang membanggakan dalam kinerja dan 
citra. Sedangkan misinya adalah memberikan pelayanan prima dan 
melaksanakan pengawasan yang efektif kepada industri, perdagangan, 
pariwisata dan masyarakat serta mengembangkan potensi sumber daya 
manusia dalam mendukung profesi dan karir.  
Adapun tugas pokok dari KPPBC dalam pasal 115 Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 Tentang 
Organisasi dan Tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai adalah melaksanakan pengawasan dan pelayanan kepabeanan 
48 
dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  
Adapun fungsi KPPBC pada Pasal 116 Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 Tentang Organisasi 
dan Tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam 
melaksanakan tugas tersebut adalah:   
1. Pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di 
bidang kepabeanan dan cukai,  
2. pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana 
komunikasi, dan senjata api,  
3. pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan 
cukai, 
4. pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang 
kepabeanan dan cukai,  
5. pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, 
bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut 
oleh Direktorat jenderal,  
6. penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian 
dokumen kepabeanan dan cukai,  
7. pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan 
laporan kepabeanan dan cukai,  
8. pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja,  
49 
9. pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan 
Bea dan Cukai.  
Susunan organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai Tipe Madya Pabean dalam pasal 119 ayat (1) Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 Tentang Organisasi 
dan Tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah:  
1. Kepala Kantor;  
2. Subbagian Umum;  
Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, 
kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas. 
Subbagian Umum terdiri atas:  
a. Urusan Rumah Tangga;  
Urusan Rumah Tangga memiliki tugas melakukan urusan tata 
usaha dan kepegawaian, serta penyusunan rencana kerja dan 
laporan akuntabilitas.  
b. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian;  
Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian memiliki tugas 
melakukan urusan keuangan, anggaran dan kesejahteraan 
pegawai.  
c. Urusan Keuangan.  
Urusan Keuangan memiliki tugas melakukan urusan rumah 
tangga dan perlengkapan.   
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3. Seksi Penindakan dan penyidikan;  
Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan 
intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran 
peraturan perundang-undangan di bidang kepabanan dan cukai, 
penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, serta pengelolaan dan 
pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api. 
Seksi Penindakan dan Penyidikan terdiri dari:  
a. Subseksi Intelijen;  
Subseksi Intelijen memiliki  tugas melakukan pengumpulan, 
pengolahan, penyajian, dan penyampaian informasi dan hasil 
intelijen, analisis laporan pemeriksaan sarana pengangkut, 
laporan pembongkaran dan penimbunan barang, dan laporan 
pengawasan lainnya serta pengelolaan pangkalan data intelijen.  
b. Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi;  
Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi memiliki tugas 
melakukan pelayanan pemeriksaan saran pengangkut, patroli 
dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran 
peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan 
cukai, pengawasan pembongkaran barang serta pengelolaan 
dan pengadminitrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan 
senjata api.  
c. Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan.  
Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan memiliki 
tugas melakukan penyidikan tindak pidana di bidang 
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kepabeanan dan cukai, penghitungan bea masuk, cukai pajak 
dalam rangka impor, dan denda administrasi terhadap 
kekurangan /kelebihan bongkar, serta denda administrasi atas 
pelanggaran lainnya, penatausahaan dan pengurusan barang 
hasil penindakan dan barang bukti pengumpulan data 
pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan 
cukai, serta pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan 
penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai.  
4. Seksi Perbendaharaan  
Seksi Perbendaharaan memiliki tugas melakukan pemungutan dan 
pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara 
lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal.  
Seksi Perbendaharaan terdiri atas:  
a. Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan;  
Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan mempunyai 
tugas melakukan pengadministrasian penerimaan bea masuk, 
bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat 
penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang 
dipungut oleh Direktorat Jenderal, penerimaan, penatausahaan, 
penyimpanan, dan pengurusan permintaan pita cukai, 
pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor 
kendaraan bermotor, penyajian laporan realisasi penerimaan 
bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya, 
pelayanan fasilitas pembebasan, penangguhan bea masuk, 
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penundaan pembayaran cukai, pengadministrasian jaminan dan 
pemrosesan jaminan penangguhan bea masuk, jaminan PPJK, 
jaminan dalam rangka keberatan dan banding serta jaminan 
lainnya.   
b. Subseksi Adminitrasi Penagihan dan Pengembalian;  
Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian 
mempunyai tugas melakukan penagihan kekurangan 
pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, 
bunga, sewa Tempat Penimbunan Pabean dan pungutan 
negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, 
penerbitan dan pengadministrasian Surat teguran, surat paksa, 
penyitaan dan pengadministrasian pelelangan, 
pengadministrasian dan penyelesaian premi, serta 
pengadministrasian pengembalian bea masuk, bea keluar, 
cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan 
pabean, pita cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut 
oleh Direktorat Jenderal.   
c. Subseksi Administrasi Manifes.  
Subseksi Administrasi Manifes mempunyai tugas melakukan 
pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan 
pemberitahuan pengangkutan barang. 
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5. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai;  
Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas 
melakukan pelayanan teknis dan fasilitas di bidang kepabeanan dan 
cukai.   
Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai membawahi subseksi 
Hanggar Pabean dan Cukai yang memiliki tugas melakukan pelayanan 
fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan, penelitian pemberitahuan 
impor dan ekspor, pemeriksaan dan pencacahan barang, pemeriksaan 
badan dan pengoperasian sarana deteksi, penelitian pemberitahuan 
klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan 
fasilitas impor serta penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea 
keluar, cukai, dan pajak dalam rangka impor dan pungutan negara 
lainnya, penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan 
nilai pabean, pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari 
kawasan pabean, pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di 
Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean, 
pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan 
barang ekspor ke sarana pengangkut, pengelolaan tempat penimbunan 
pabean, penatausahaan penimbunan, pemasukan dan pengeluaran 
barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean, 
pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, 
barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara, 
penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang 
yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara, 
pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, 
barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara, 
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pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang cukai, penatausahaan dan 
penelitian pemberitahuan dokumen cukai dan Pengusaha Barang Kena 
Cukai, penelitian kebenaran penghitungan cukai dan pungutan negara 
lainnya, pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai, pelaksanaan 
urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai, pemeriksaan Pengusaha 
Barang Kena Cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan 
barang kena cukai, serta pelaksanaan pengawasan dan pemantauan 
produksi, harga dan kadar barang kena cukai.  
6. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi;  
Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas 
melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi di 
bidang kepabeanan dan cukai. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi 
terdiri atas: 
a. Subseksi Penyuluhan;  
Subseksi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyuluhan 
dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang 
kepabeanan dan cukai. 
b. Subseksi Layanan Informasi.  
Subseksi Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan 
pelayanan informasi, bimbingan dan konsultasi kepatuhan 
pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai. 
7. Seksi Kepatuhan Internal;  
Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan 
pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja di lingkungan Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.  
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Seksi Kepatuhan Internal terdiri atas:  
a. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan 
Administrasi;  
Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan 
Administrasi mempunyai tugas melakukan pengawasan 
pelaksanaan tugas, evaluasi kinerja serta penyiapan bahan 
rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang 
pelayanan kepabeanan, cukai, dan administrasi.   
b. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan.  
Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan 
mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, 
evaluasi kinerja dan penyiapan bahan rekomendasi 
peningkatan pelaksanaan tugas di bidang intelijen, penindakan, 
penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, 
serta pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil 
pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan 
masyarakat.   
8. Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen. 
Adapun wilayah kerja Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan 
Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar meliputi Pelabuhan Laut Sukarno, 
Pelabuhan Laut Hatta, Kantor Lalu Bea Makassar dan Bandar Udara 
Sultan Hasanuddin Makassar dengan 2 (dua) Kantor Bantu Pelayanan 
dan 7 (tujuh) Pos Pengawasan Bea dan Cukai, yaitu :  
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1. Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Kab Selayar dan Kep  
2. Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Pangkajene Kep 
3. Pos Pengawasan Bea dan Cukai Bantaeng  
4. Pos Pengawasan Bea dan Cukai Bulukumba  
5. Pos Pengawasan Bea dan Cukai Gowa 
6. Pos Pengawasan Bea dan Cukai Maros  
7. Pos Pengawasan Bea dan Cukai Takalar  
8. Pos Pengawasan Bea dan Cukai Jeneponto 
9. Pos Pengawasan Bea dan Cukai Makassar 
 
Penetapan kebijakan undang-undang dan peraturan terkait 
larangan impor pakaian bekas yang telah dipaparkan sepertinya tidak 
mempengaruhi fenomena maraknya aktivitas pedagang pakaian bekas di 
Kota Makassar maupun dalam mendapatkan pakaian bekas dari pihak 
distributor (pengusaha bal pakaian bekas) atau dari pihak importir untuk 
dipasarkan. Penjual pakaian bekas impor di Kota Makassar banyak 
terdapat di lokasi-lokasi strategis dan mudah dijangkau, salah satunya 
terjadi di sepanjang jalan pasar todopuli masih melakukan penjualan 
pakaian bekas impor.  
Dari hasil pengamatan penulis dan fakta di Kota Makassar 
ditemukan masih terdapat tempat-tempat dan para penjual pakaian bekas 
impor menjajakan dagangannya, yang berarti tindakan tersebut tidak 
sejalan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 
Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.  
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Dari fakta diatas yang diperoleh penulis, dapat menimbulkan 
kecurigaan atas sistem pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Bea 
dan Cukai yang mengatur impor barang ke daerah pabean terhadap 
barang yang dilarang diimpor, yaitu impor pakaian bekas sehingga sampai 
dengan hari ini para penjual pakaian bekas masih bisa mendapatkan dan 
menjualkan pakaian bekas impor di wilayah Kota Makassar.  
Dalam kesempatan berikutnya penulis melakukan wawancara ke 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B 
Makassar yang bertempat di Jalan Hatta Nomor 2, Kota Makassar. Dalam 
hal pengawasan impor pakaian bekas di Kota Makassar, Risaldy Abbas 
selaku Kepala Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B 
Makassar memberikan pernyataan sebagai berikut: 
“Tugas bea cukai sendiri mengawasi arus barang ekspor dan 
impor, peredarannya pun sangat luas dan untuk mengawasi 
dibandingkan dengan SDM yang ada di bea cukai tidak seimbang, 
idealnya setiap perairan seharusnya ada pihak bea cukai, tetapi 
karena SDM kurang sehingga memungkinkan adanya barang-
barang diluar pengawasan bea cukai yang masuk. Untuk pakaian 
bekas impor ini sendiri, kalau di pelabuhan pihak bea cukai dapat 
memastikan tidak ada impor pakaian bekas dalam jalur resmi. Para 
penjual pakaian bekas impor di Makassar termasuk penjual 
pakaian bekas impor di Todopuli itu bukan dari pelabuhan resmi, 
bisa saja dari pelabuhan-pelabuhan yang tersembunyi, yang tidak 
diawasi petugas baik kepolisian dan bea cukai. Karena barang ini 
berdasarkan peraturan perdagangan itu dilarang. Pakaian bekas 
impor ini biasanya lewat pelabuhan yang tidak diawasi atau  
pelabuhan lokal, pelabuhan lokal ini tidak berada dalam 
pengawasan bea cukai. Pelabuhan lokal seperti dari kalimantan-
sulawesi, sulawesi-ambon.  
Bea cukai hanya mengawasi barang ekspor dan impor saja, 
pakaian bekas impor tidak akan lolos dari pihak bea cukai karena 
pihak kami selalu memantau. Jika sudah beredar dalam peredaran 
pakaian bekas impor di Indonesia maupun di makassar ini 
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bukanlah wewenang bea cukai lagi, kewenangan ini dari 
kementerian perdagangan.”37 
 
Dari pernyataan diatas, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
merupakan organisasi dibawah naungan Kementerian Keuangan RI. 
Dalam Undang-Undanng Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Pasal 1 ayat 
10 menyebutkan: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur 
pelaksana tugas pokok dan fungsi departemen keuangan di bidang 
kepabeanan dan cukai. Tugas lain DJBC adalah menjalankan peraturan 
terkait ekspor dan impor yang diterbitkan oleh departemen atau instansi 
pemerintahan yang lain, seperti dari Departemen Perdagangan, 
Departemen Pertanian, Departemen Kesehatan, Badan Pengawas Obat 
dan Makanan, Departemen Pertahanan dan peraturan lembaga lainya. 
Semua peraturan ini menjadi kewajiban bagi DJBC untuk 
melaksanakannya karena DJBC adalah instansi yang mengatur keluar 
masuknya barang di wilayah Indonesia. Hakikatnya dari pelaksanaan 
peraturan-peraturan terkait tersebut adalah demi terwujudnya efisiensi dan 
efektivitas dalam pengawasan dan pelayanan, karena tidak mungkin jika 
setiap instansi yang berwenang tersebut melaksanakan sendiri setiap 
peraturan yang berkaitan dengan hal ekspor dan impor, tujuan utama dari 
pelaksanaan tersebut adalah untuk menghidari sistem birokrasi panjang 
yang harus dilewati oleh setiap pengekspor dan pengimpor dalam 
beraktivitas. 
                                                          
37 Risaldy Abbas, Kepala Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan wawancara 
di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Makassar, pada tanggal 
23 Januari 2017 pukul 11.21 WITA. 
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Kemudian Risaldy Abbas menambahkan:  
 
“Pada tahun 2015 pihak bea cukai mendapat 9 kontainer berisi 
pakaian bekas dan memusnahkannya di kompleks Bosowa, maros 
dikarenakan butuh lahan yang luas untuk memusnahkannya. Pihak 
importir telah menyampaikan akan melakukan impor ke Makassar 
tetapi penyampaiannya itu agak menyimpang, dalam hal ini 
dikenakan sanksi tetapi bukan sanksi pidana, tetapi sanksi dalam 
kementrian perdagangan adalah memusnahkan barang tersebut. 
Karena secara aturan kepabeanan importir tersebut mengikuti, 
tetapi dalam hal pemberitahuan ia menyebutkan pakaian jadi/fabric 
(kain) tetapi yang ditemukan adalah pakaian bekas. Importir 
tersebut dapat dikenakan pidana apabila ia tidak memberitahukan, 
tetapi jenisnya yang salah. Pihak bea cukai sendiri memiliki analis, 
intelijen, yang semuanya memiliki data barang-barang yang akan 
masuk ke Indonesia termasuk Makassar, menganalisa asal 
darimana barang Impor, siapa yang mengimpor, profil importir. 
Database tersebut dapat memantau dan memberitahu apa yang 
patut dicurigai nantinya.”38 
 
Dari tindak lanjut atas penemuan 9 kontainer pakaian bekas impor 
tersebut juga telah sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
51 Tahun 2015 Tentang Larangan Pakaian Bekas Impor pasal 2 yaitu 
pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
pada peraturan menteri ini wajib dimusnahkan.  
Risaldy Abbas melanjutkan: 
 
“Dari sisi  pengawas di Kantor Pegawasan Dan Pelayanan Bea Dan 
Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar sendiri hanya 10 orang. 
Totalnya 60 orang dari tiap daerah kantor bantu Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai  Tipe Madya Pabean B 
Makassar, jika perlu ditambah 2 kali lebih banyak pegawai 
pelaksana agar lebih maksimal. Misalnya di bagian Seksi 
Penindakan dan penyidikan sendiri jika di lapangan pelaksana di 
bagian subseksi penyidikan dan barang hasil penindakan kurang, 
biasanya menarik pegawai dari subseksi yang lain dari seksi 
penindakan dan penyidikan. Kegiatan impor di Makassar sendiri 
juga tidak terlalu banyak, hanya 15% dari barang-barang lokal 
                                                          
38 Risaldy Abbas, Kepala Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan wawancara 
di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Makassar, pada tanggal 
23 Januari 2017 pukul 11.21 WITA. 
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berbeda dengan pelabuhan Priuk (Jakarta), Surabaya yang ramai 
puluhan kapal datang setiap harinya. Barang impor yang datang di 
Makassar hanya 2 minggu sekali 1 kapal datang.  
Khusus barang pakaian bekas impor kebanyakan dari malaysia dan 
singapura. Kebanyakan dari malaysia yang perbatasan dengan 
kalimantan dapat dilalui dengan mobil.  
Hanya ada titik-titik tertentu pihak bea cukai, maupun dari imigrasi, 
kepolisian, TNI yang menjaga perbatasan malaysia-singapura, 
itulah modus yang dipakai oleh orang yang tidak bertanggung 
jawab contohnya ketika pintu sedang dijaga, dan ada wilayah 
perbatasan lainnya tidak dijaga maka orang tersebut masuk dan 
telah bekerja sama dengan warga lokal sebelumnya, maka pakaian 
bekas yang masuk ke wilayah Indonesia lewat perbatasan 
Malaysia-Indonesia tanpa izin tersebut kemudian diterbitkan surat 
yang seolah-olah pakaian bekas tersebut berasal dari wilayah 
Kalimantan. Kemudian dibawa ke makassar, dan kepada bea cukai  
memperlihatkan bukti bahwa barang tersebut dari kalimantan, 
maka pihak bea cukai tidak bisa melakukan kewenangan untuk 
menahannya”.39  
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Risaldy Abbas selaku 
Kepala Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan didapat bahwa 
memang masih ditemukannya penjual yang menjajakan pakaian bekas 
impor, padahal barang bekas impor sendiri sudah diatur dalam Keputusan 
Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 1982, khususnya pada Pasal 3 
menyebutkan bahwa barang barang yang impor harus dalam keadaan 
baru, hingga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang 
Perdagangan mengenai larangan impor barang bekas yang diatur pada 
peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 
2015 yang menyebutkan setiap importir wajib mengimpor barang baru.  
Wewenang peraturan menteri perdagangan mengenai larangan 
impor pakaian bekas dijalankan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
                                                          
39 Risaldy Abbas, Kepala Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan wawancara 
di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Makassar, pada tanggal 
23 Januari 2017 pukul 11.21 WITA. 
61 
sebagai organisasi dibawah naungan Kementrian Keuangan yang 
menjalankan fungsi pengawasan lalu lintas barang ke wilayah pabean.  
Di Kota Makassar sendiri, pengawasan dan pelayanan tersebut 
dijalankan oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe 
Madya Pabean B. Pengawasan tersebut sebelumnya  dilakukan dengan 
menggunakan data-data yang ada seperti data importir, barang yang akan 
diimpor, jadwal impor dsb, dari data ini jika ada hal yang mencurigakan 
maka dari subseksi penyidikan dan penindakan dapat melakukan tindakan 
selanjutnya. Pengawasan ini dikatakan tidak langsung karena diadakan 
dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik 
lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan 
sebagainya. 
Pengawasan impor pakaian bekas oleh Kantor Pengawasan Dan 
Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B dilakukan di titik-titik 
adanya pergerakan impor seperti Pelabuhan Soekarno Hatta, Kantor Pos 
Daya dan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, dibutuhkan 
sebelumnya data tersebut yang akan mencegah adanya penyeludupan 
barang-barang terlarang termasuk pakaian bekas.  
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya 
Pabean B menjamin dalam jalur resmi, keberadaan impor pakaian bekas 
oleh importir tidak dapat dilakukan, dikarenakan adanya data-data yang 
ada sebelumnya. Keberadaan pakaian bekas di kota Makassar sendiri 
pada umunya dilakukan oleh pelabuhan lokal, pelabuhan antar pulau, 
maupun perbatasan Indonesia yang dimasukkan oleh orang tidak 
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bertanggung jawab pada saat pengawasan di perbatasan lemah, 
kemudian barang tersebut termasuk pakaian bekas di klaim dan dibuatkan 
bukti bahwa barang tersebut dari Indonesia kemudian disebar ke 
pelabuhan-pelabuhan lokal dan kemudian dijual dan diperdagangkan di 
Indonesia termasuk Kota Makassar, untuk mencegah hal diatas terjadi 
seharusnya baik perbatasan Indonesia-Malaysia maupun wilayah 
perbatasan Indonesia lain dalam pengawasan barang masuk diperketat 
dengan jumlah aparat yang ditambah dan wilayah perbatasan agar 
sebanding dengan jumlah aparat yang menjaga agar tidak menjadi jalur 
yang dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.  
Penulis kemudian menanyakan lebih mendalam tentang 9 
(sembilan) kontainer yang ditemukan di pelabuhan, seperti yang 
sebelumnya pak Risaldy Abbas menjelaskan bahwa sebelum importir 
mengimpor barang, informasi-informasi mengenai barang tersebut pasti 
dicantumkan sebelum barang diimpor ke Makassar. 
“Kalau importir itu sendiri dia tidak bakalan kasih tau, kalau 
niatannya kurang baik dia tidak bakal konfirmasi kalau barangnya 
ini, dia akan memberitahukan lain (barang lain).  
Itu dia teknik intel kita, kita ada intel ya yang bisa memantau by 
system, jadi kita punya database, database ini kita punya profil 
importir, profil importir itu kita olah.  
Misalnya importir ini low risk atau high risk, importir produsen, 
misalnya importir produsen memproduksi barang disini ada juga 
importir umum yang cuma menjual barang saja. Disitu kita olah 
setiap importir yang masuk, klo baru pasti kita curigai karena kita 
baru kenal. Dengan importir baru ini, tingkat kecurigaan kita 
meningkat, kita teliti ulang, melalui data, melalui asal  arang 
darimana, jadi semua itu diolah.”40 
 
 
                                                          
40 Risaldy Abbas, Kepala Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan wawancara di Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Makassar, pada tanggal 3 Mei 2017 pukul 
14.42 WITA. 
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Kemudian Risaldy Abbas melanjutkan: 
 
“System kita kalau importir pertama masuk itu memang masuk 
kategory high risk. Dengan adanya resiko tinggi itu pasti akan 
masuk jalur merah.  
Barang dari luar negeri masuk, si pihak importir memberitahu pihak 
bea cukai melalui internet (data)/PIB. Melalui PIB (Pemberitahuan 
Impor Barang) itu nanti sistem kita membaca apakah itu importir 
baru atau bukan, otomatis masuk dalam kategori high risk. Dengan 
kategori high risk secara langsung masuk ke kategori jalur merah. 
Sebelum mengisi PIB harus mempunyai NIK (nomor induk 
kepabeanan) kemudian di periksa.  
Kami memiliki 3 jalur yaitu jalur hijau, jalur kuning, jalur merah. Klo 
hijau tidak ada pemeriksaan, kalau kuning hanya pemeriksaan 
dokumen, kalau merah semuanya diperiksa. Data masuk semua di 
intelijen, ada database kita, setiap importir itu kita rekap” 
 
 
Penjaluran Jalur Hijau, Jalur Kuning, dan Jalur Merah tersebut 
diatas diatur pada Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor 
Per-07/BC/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang 
Impor Untuk Dipakai sebagai berikut:  
 
Pemeriksaan Pabean Sebelum Pengeluaran Barang Impor 
A. Pengeluaran barang impor, ditetapkan melalui Jalur Hijau: 
1. SKP mengirim respons SPPB kepada Importir. 
2. Importir menerima respons SPPB dan mencetaknya untuk 
pengeluaran barang dari kawasan pabean. 
B. Pengeluaran barang impor ditetapkan melalui Jalur Kuning: 
1. SKP mengirim respons Surat Pemberitahuan Jalur Kuning (SPJK) 
kepada Importir 
2. Importir menerima respons SPJK. 
3. Pejabat pemeriksa dokumen melakukan penelitian terhadap data 
PIB dan/atau dokumen lengkap pabean. 
4. Pejabat pemeriksa dokumen dapat mengirim respons melalui SKP 
berupa permintaan ambahan keterangan dalam rangka penelitian 
tarif dan nilai pabean. 
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5. Dalam hal hasil penelitian menemukan indikasi adanya perbedaan 
jumlah, jenis dan/atau pelanggaran, Pejabat pemeriksa dokumen 
memberitahukan hal tersebut kepada unit pengawasan melalui 
SKP untuk dilakukan pemeriksaan fisik melalui mekanisme NHI. 
5.1 Dalam hal diterbitkan NHI dan ditemukan dugaan tindak 
pidana, unit pengawasan melakukan penelitian lebih lanjut. 
5.2 Apabila unit pengawasan dalam jangka waktu 1 (satu) hari 
kerja setelah pemberitahuan dari Pejabat pemeriksa dokumen 
tidak menerbitkan NHI atau diterbitkan NHI dengan hasil tidak 
ditemukan pelanggaran pidana, Pejabat pemeriksa dokumen 
melakukan penetapan tarif dan nilai pabean. 
5.2.1 Dalam hasil penetapan tarif dan nilai pabean 
menunjukkan bahwa barang impor merupakan barang 
larangan atau pembatasan dan belum memenuhi 
ketentuan larangan atau pembatasan, Pejabat 
pemeriksa dokumen menerbitkanSurat Penetapan 
Barang Larangan/Pembatasan (SPBL) yang berfungsi 
sebagai pemberitahuan data penetapan tarif. 
5.2.1.1 Importir menyampaikan pemenuhan ketentuan 
larangan atau pembatasan kepada Pejabat 
pemeriksa dokumen. 
5.2.1.2 Dalam hal penelitian butir 5.2.1.1 sesuai dan hasil 
penetapan tarif dan nilai pabean menunjukkan 
tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran, 
SKP menerbitkan SPPB. 
5.2.1.3 Dalam hal penelitian butir 5.2.1.1 sesuai dan hasil 
penetapan tarid dan nilai pabean mengakibatkan 
kekurangan pembayaran dan jangka waktu 
penetapan terlampaui, SKP menerbitkan SPPB. 
5.2.1.3.1 Pejabat pemeriksa dokumen memberikan 
rekomendasi Penelitian Ulang dan/atau Audit 
Kepabeanan beserta catatan.. 
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5.2.1.3.2 SKP meneruskan rekomendasi Penelitian 
Ulang dan/atau Audit Kepabeanan dan catatan 
ke Kantor Wilayah dan Direktorat Audit. 
5.2.1.4 dalam hal penelitian butir 5.2.1.1 sesuai dan hasil 
penetapan tarif dan nilai pabean mengakibatkan 
kekurangan pembayaran dan jangka waktu 
penetapan belum terlampaui. 
5.2.1.4.1 Pejabat pemeriksa fokumen menerbitkan: 
a. SPTNP dan mengirimkan respons SPTNP 
serta kode billing kepada Importir, dengan 
tembusan kepada Pejabat yang menangani 
penagihan, untuk BM dan PDRI yang wajib 
dibayar; dan/atau 
b. SPPJ dan mengirimkan respons SPPJ 
kepada Importir, dengan tembusan kepada 
Pejabat yang menangani jaminan, untuk 
BM dan PDRI yang mendapatkan 
penundaan. 
5.2.1.4.2 SKP menerbitkan SPPB apabila barang 
diimpor oleh importir dengan kategori resiko 
rendah dan tidak mendapatkan persetujuan 
penundaan pembayaran bea masuk. 
5.2.1.4.3 SKP menerbitkan SPPB apabila barang 
diimpor oleh importir selain pada butir 
5.2.1.4.2 dan setelah importir: 
a. Membayar kekurangan pembayaran 
sesuai dengan SPTNP beserta kode 
billing dan/atau menyesuaikan jaminan 
berdasarkan SPPJ dalam hal pengeluaran 
barang impor untuk diapakai 
mendapatkan penundaan pembayaran 
bea masuk, dan/atau 
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b. Menyerahkan jaminan dalam hal 
mengajukan keberatan. 
5.2.2 dalam hal hasil penetapan tarif dan nilai pabean 
menunjukkan bahwa barang impor bukan merupakan 
barang larangan atau pembatasan, atau telah memenuhi 
ketentuan larangan atau pembatasan. 
5.2.2.1 dalam hal penelitian tarif dan nilai pabean tidak 
mengakibatkan kekurangan pembayaran, SKP 
menerbitkan SPPB. 
5.2.2.2 Dalam hal penelitian tarif dan nilai pabean 
mengakibatkan kekurangan pembayaran: 
5.2.2.2.1 pejabat memeriksa dokumen menerbitkan: 
a. STPNP dan mengirimkan respons SPTNP 
serta kode billing kepada Importir, dengan 
tembusan kepada Pejabat yang menangani 
penagihan, untuk BM dan PDRI yang wajib 
dibayar; dan/atau 
b. .SPPJ dan mengirimkan respons SPPJ 
kepada Importir, dengan tembusan kepada 
Pejabat yang menangani jaminan, untuk 
BM dan PDRI yang mendapatkan 
penundaan. 
5.2.2.2.2 SKP menerbitkan SPPB apabila barang 
diimpor oleh importir dengan  kategori resiko 
rendah dan tidak mendapatkan persetujuan 
penundaan pembayaran bea masuk. 
5.2.2.2.3 SKP menerbitkan SPPB apabila barang 
diimpor oleh importir selain sebagaimana 
dimaksud pada butir 5.2.2.2 dan importir telah: 
A. Melunasi kekurangan pembayaran 
berdasarkan SPTNP dan/atau 
menyesuaikan jaminan berdasarkan SPPJ 
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dalam hal pengeluaran barang impor untuk 
dipakai mendapatkan persetujuan 
penundaan pembayaran bea masuk: 
dan/atau 
B. Menyerahkan jaminan dalam hal 
mengajukan keberatan. 
6. Dalam hal tidak ditemukan indikasi adanya perbedaan jumlah, 
jenis dan/atau pelanggaran, dilakukan langkah-langkah sesuai 
dengan butir 5.2.1 s.d. 5.2.2.2.3. 
C. Pengeluaran Barang Impor ditetapkan melalui Jalur Merah: 
1. SKP mengirim respons Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) 
kepada Importir dan pengusaha TPS untuk menyiapkan barang. 
2. Importir menerima respons SPJM dan menyampaikan 
pemberitahuan kesiapan barang kepada Pejabat pelayanan 
pabean paling lambat pada pukul 12.00 pada hari atau hari kerja 
setelah tanggal SPJM. 
3. Apabila Importir tidak menyerahkan dokumen pelengkap pabean 
dan memberitahukan kesiapan barang dalam jangka waktu 
sebagaimana dimaksud pada butir 2, Pejabat yang menangani 
pabean menyampaikan pemberitahuan kepada pengusaha TPS 
untuk menyiapkan pelaksanaan pemeriksa fisik. 
4. Pengusaha TPS menerima pemberitahuan butir 3 dan menyiapkan 
pelaksanaan pemeriksaan fisik. 
5. Dalam hal dokumen pelengkap pabean telah diterima dan/atau 
Pengusaha TPS menyatakan kesiapan pemeriksaan fisik, 
dilakukan langkah sebagai berikut: 
5.1 dalam hal Importir dan Pejabat Pemeriksa fisik telah 
menyatakan kesiapannya untuk proses pemeriksaan fisik 
barang, SKP menunjuk Pejabat pemeriksa fisik dan 
menerbitkan Instruksi Pemeriksaan. 
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5.2 Berdasarkan pertimbangan Pejabat yang menangani 
pelayanan pabean, pemeriksaan fisik dapat melalui pemindai 
peti kemas dalam hal: 
a. Barang yang diimpor oleh importir berisiko rendah yang 
terkena pemeriksaan acak; 
b. Barang sejenis yang terdiri dari satu pos dalam PIB; 
c. Barang yang dimuat dalam peti kemas berpendingin 
(refrigerated container); 
d. Barang yang berdasarkan analisi intelijen ditetapkan untuk 
diperiksa melalui pemindai peti kemas; 
e. Barang peka udara; atau 
f. Barang lainnya yang  berdasarkan pertimbangan Pejabat 
Bea dan Cukai dapat dilakukan pemeriksaan melalui 
pemindai peti kemas, sesuai tata cara sebagai berikut: 
5.2.1 pejabat yang menangani pelayanan pabean menerbitkan 
Instruksi Pemeriksaan Fisik melalui Pemindai Peti 
Kemas. 
5.2.2 Importir menyiapkan peti kemas untuk dilakukan 
pemeriksaan fisik melalui pemindai peti kemas. 
5.2.3 Pejabat pemindai peti kemas melakukan pemindaian 
Barang Impor dan melakukan penelitian hasil cetak 
pemindaian. 
5.2.4 Pejabat pemindai peti kemas menuliskan kesimpulan 
pada Laporan Hasil Analisa Tampilan (LHAT) dan 
merekamnya kedalam SKP, kemudian 
menyampaikannya kepada Pejabat yang menangani 
pelayanan pabean. 
5.2.5 Dalam hal Pejabat pemindai peti kemas menyimpulkan 
untuk dilakukan pemeriksaan fisik barang, Pejabat yang 
menangani pelayanan pabean menunjuk Pejabat 
pemeriksa fisik dan menerbitkan Instruksi pemeriksaan. 
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5.2.6 Dalam hal pejabat pemindai peti kemas menyimpulkan 
tidak perlu pemeriksaan fisik barang, pejabat yang 
menangani pelayanan pabean meneruskan PIB dan 
dokumen pelengkap pabean, dan LHAT kepada pejabat 
pemeriksa  dokumen untuk dilakukan p-enelitian dan 
penetapan tarid dan nilai pabean. 
5.3 pejabat pemeriksa fisik menerima: 
a. instruksi pemeriksaan; 
b. invoice/packing list hasil cetak PIB; dan 
c. LHAT dan hasil cetak pemindaian, dalam hal dilakukan 
pemeriksaan melalui pemindai peti kemas yang 
disimpulkan untuk dilakukan pemeriksaan fisik  barang. 
5.4 pejabat pemeriksa fisik melakukan pemeriksaan fisik barang 
dan mengambil contoh barang jika diminta, membuat laporan 
hasil pemeriksaan (LHP) dan membuat berita acara 
pemeriksaan fisik. 
5.5 Pejabat pemeriksa fisik merekam LHP ke dalam SKP dengan 
tembusan kepada unit pengawasan, kemudian mengirim LHP 
dan BAP Fisik kepada Pejabat pemeriksa dokumen. 
5.6 Pejabat pemeriksa dokumen melakukan penelitian PIB, 
dokumen pelengkap pabean, LHP dan BAP Fisik. 
5.7 Dalam hal diperlukan uji laboratorium, pejabat pemeriksa 
dokumen mengirim contoh barang dan invoice/packing list ke 
laboratorium. 
6. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium kedapatan 
tidak sesuai, pejabat pemeriksa dokumen dapat meneruskan 
kepada unit pengawasan. 
6.1 unit pengawasan menyampaikan kepada pejabat pemeriksa 
dokumen dalam waktu 1 hari kerja apakah akan melakukan 
penelitian lanjutan. 
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6.1.1 unit pengawasan menyampaikan kepada pejabat 
pemeriksa dokumen melalui SKP bahwa terhadap berkas 
PIB dilakukan tindak lanjut pengawasan. 
6.1.2 SKP meneruskan berkas PIB kepada unit pengawasan. 
6.1.3 Dalam hal berdasarkan hasil tindak lanjut tidak ditemukan 
tindakan pelanggaran dan/atau pidana, unit pengawasan 
mengembalikan PIB kepada pejabat pemeriksa dokumen 
untuk proses penelitian tarif dan nilai pabean, serta 
pemenuhan ketentuan tentang larangan/pembatasan. 
(proses lebih lanjut sesuai butir 8.1.2 sampai dengan 
8.1.4.3). 
6.2 dalam hal; 
a. tidak dilakukan penelitian lanjutan (6.1) atau 
b. tidak ada respons dari unit pengawasan dalam waktu yang 
ditentukan butir 6.1, pejabat pemeriksa dokumen 
melakukan penelitian tarif dan nilai pabean, serta 
pemenuhan ketentuan tentang larangan/pembatasan. 
7. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik dan hasil uji laboratorium (jika 
dilakukan uji laboratorium) menunjukkan kesesuaian dengan 
pemberitahuan, pejabat pemeriksa dokumen melakukan penelitian 
tarif dan nilai pabean, serta pemenuhan ketentuan tentang 
larangan/pembatasan. 
8. Berdasarkan penelitian tarif dan nilai pabean sebagaimana 
dimaksud pada butir 5.2.6 butir 6.2 dan butir 7: 
8.1 dalam hal hasil penetapan tarif dan nilai pabean menunjukkan 
bahwa barang impor merupakan barang larangan atau 
pembatasan dan belum memenuhi ketentuan larangan atau 
pembatasan. Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan surat 
penetapan barang larangan/pembatasan (SPBL) yang 
berfungsi sebagai pemberitahuan dan penetapan tarif. 
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8.1.1 importir menyampaikan pemenuhan ketentuan larangan 
atau pembatasan kepada pejabat pemeriksa dokumen 
untuk dilakukan penelitian. 
8.1.2 Dalam hal penelitian butir 8.1.1 sesuai, dan hasil 
penetapan tarif dan nilai pabean menunjukkan tidak 
mengakibatkan kekurangan pembayaran, SKP 
menerbitkan SPPB. 
8.1.3 Dalam hal penelitian butir 8.1.1 sesuai, dan hasil 
penetapan tarif dan nilai pabean mengakibatkan 
kekurangan pembayaran dan jangka waktu penetapan 
terlampaui, SKP menerbitkan SPPB. 
8.1.3.1 pejabat pemeriksa dokumen memberikan 
rekomendasi penelitian ulang dan/atau audit 
kepabeanan beserta catatan. 
8.1.3.2 SKP meneruskan rekomendasi penelitian ulang 
dan/atau audit kepabeanan dan catatan ke kantor 
wilayah dan direktorat audit. 
8.1.4 dalam hal penelitian butir 8.1.1 sesuai, dan hasil 
penetapan tarif dan nilai pabean mengakibatkan 
kekurangan pembayaran dan jangka waktu penetapan 
belum terlampaui. 
8.1.4.1 pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan: 
a. SPTNP dan mengirimkan respons SPTNP 
serta kode billing kepada importir, dengan 
tembusan kepada pejabat yang menangani 
penagihan, untuk BM dan PDRI yang wajib 
dibayar; dan/atau 
b. SPPJ dan mengirimkan respons SPPJ kepada 
importir, dengan tembusan kepada pejabat 
yang menangani jaminan, untuk BM dan PDRI 
yang mendapatkan penundaan. 
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8.1.4.2 SKP menerbitkan SPPB apabila barang diimpor 
oleh importir dengan kategori risiko rendah dan 
tidak mendapatkan persetujuan penundaan 
pembayaran bea masuk. 
8.1.4.3 SKP menerbitkan SPPB apabila barang diimpor 
oleh importir selain sebagaimana dimaksud pada 
butir 8.1.4.2 dan setelah importir: 
a. Membayar kekurangan pembayaran sesuai 
dengan SPTNP beserta kode billing dan/atau 
menyesuaikan jaminan berdasarkan SPPJ 
dalam hal pengeluaran barang impor untuk 
dipakai mendapatkan penundaan pembayaran 
bea masuk; dan/atau 
b. Menyerahkan jaminan dalam hal mengajukan 
keberatan. 
8.2 dalam hal hasil penetapan tarif dan nilai pabean menunjukkan 
bahwa barang impor bukan merupakan barang larangan atau 
pembatasan, atau telah memenuhi ketentuan larangan atau 
pembatasan. 
8.2.1 dalam hal penelitian tarif dan nilai pabean tidak 
mengakibatkan kekurangan pembayaran, SKP 
menerbitkan SPPB. 
8.2.2 Dalam hal penelitian tarif dan nilai pabean 
mengakibatkan kekurangan pembayaran: 
8.2.2.1 pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan: 
a. SPTNP dan mengirimkan respons SPTNP 
serta kode billing kepada Importir, dengan 
tembusan kepada pejabat yang menangani 
penagihan, untuk BM dan PDRI yang wajib 
dibayar; dan/atau 
b. SPPJ dan mengirimkan respons SPPJ kepada 
importir, dengan tembusan kepada pejabat 
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yang menangani jaminan, untuk BM dan PDRI 
yang mendapatkan penundaan. 
8.2.2.2 SKP menerbitkan SPPB apabila barang diimpor 
oleh importir dengan kategori risiko rendah dan 
tidak mendapatkan persetujuan penundaan 
pembayaran bea masuk 
8.2.2.3 SKP menerbitkan SPPB apabila barang diimpor 
oleh importir selain butir 8.2.2.2 dan importir telah: 
a. Melunasi kekurangan pembayaran 
berdasarkan SPTNP dan/atau menyesuaikan 
jaminan berdasarkan SPPJ dalam hal 
pengeluaran barang impor untuk dipakai 
mendapatkan persetujuan penundaan 
pembayaran bea masuk, dan/atau 
b. Menyerahkan jaminan dalam hal mengajukan 
keberatan.  
 
 
Kemudian Risaldy Abbas melanjutkan: 
 
“Awalnya dia hanya kasih manifes, tidak PIB. Dia memberitahu 
bahwa muatannya berisi fabric (kain), sementara di makassar 
sendiri tidak ada produsen pakaian. Setelah beberapa hari importir 
itu tidak mengajukan PIB, akhirnya kita bisa melakukan 
pemeriksaan  secara jabatan atau NHI (Nota Hasil Intelijen). Hasil 
intelijen kita diolah menjadi nota, dengan NHI ini kita punya 
kewenangan untuk memeriksa barang, kita undang pemiliknya, jadi 
sebelum PIB dikasih dikarenakan kita punya NHI jadi kita bisa 
langsung melakukan pemeriksaan. 
Kapal masuk bawa barang, kapal ini ada agen pelayaran disini, 
agen pelayaran ini harus mempunyai kewajiban harus sebelum 
kapal sandar harus menyerahkan Manifes (daftar muatan kapal), 
sebelum kapal sandar,  agen kapal harus menyerahkan manifes. 
Kemudian di register lalu diberi nomor itu resmi menjadi dokumen 
kepabeanan. Setelah itu dari manifes tersebut terdapat nama 
importir, sebelum importir mengambil barang wajib mengajukan 
PIB.  
Setelah pelayaran menyerahkan manifes seharusnya importir 
tersebut mengajukan PIB, tetapi ini tidak mengajukan PIB. Jadi kita 
melakukan NHI dan mengundang pemilik barang untuk 
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menyaksikan bongkar barang, tetapi importir tersebut tidak datang, 
tetap kita bongkar oleh seksi penindakan dan penyidikan. Setelah 
kita bongkar ditemukanlah balpres/pakaian bekas. status barang 
tersebut beralih menjadi status ke barang dikuasai negara, 
kemudian ditingkatkan lagi menjadi barang milik negara selama 30 
hari, lalu mengajukan pengusulan ke kementrian keuangan untuk  
dimusnahkan. Dimusnahkan secara dibakar di lapangan semen 
bosowa maros.”41 
 
Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 tahun 
2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, bahwa pakaian bekas 
impor telah dilarang masuk ke dalam wilayah NKRI, kegiatan impor ke 
dalam daerah pabean sendiri masuk dalam kewenangan Direktorat 
Jenderal Bea Cukai dalam kota makassar di Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar.  
Adapun barang-barang yang akan masuk dalam daerah pabean, 
sebelumnya telah di data melalui sistem PIB (Pemberitahuan Impor 
Barang) terkait info dan profil  Importir, barang yang akan di impor, negara 
asal impor dll, sehingga pakaian impor pakaian bekas dan barang dilarang 
tidak akan lolos dari pengawasan KPPBC TMP B, ataupun ada gerak 
gerik yang mencurigakan terkait importir akan diolah dan diindentifikasi 
oleh Intelijen.  
Terkait ditemukannya 9 kontainer ballpres (pakaian bekas impor) 
pada tahun 2015 sendiri murni kesalahan dari pihak importir melakukan 
pengisian data yang tidak sesuai dengan barang yang akan diimpor, yaitu 
fabric, padahal tidak ada produsen fabric di wilayah kota makassar. Data 
menunjukkan importir tersebut adalah importir baru, tidak menyerahkan 
                                                          
41 Risaldy Abbas, Kepala Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan wawancara di Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Makassar, pada tanggal 3 Mei 2017 pukul 
14.42 WITA. 
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PIB hanya menyerahkan berupa manifes dan dari hasil tersebut maka 
importir tersebut masuk kedalam penjaluran jalur merah.  
Setelah pihak KPPBC TMP B Makassar memanggil pihak importir 
bersangkutan, pihak importir tidak menggubris dan tidak datang untuk 
memenuhi penggilan KPPBC TMP B Makassar, maka KPPBC TMP B 
Makassar melakukan NHI (Nota Hasil Intelijen) dan melakukan 
pembongkaran kapal, dan ditemukanlah 9 kontainer ballpres (pakaian 
bekas impor).  Setelah status barang tersebut beralih menjadi barang 
dikuasai negara, kemudian ditingkatkan lagi menjadi barang milik negara 
selama 30 hari, lalu KPPBC TMP B Makassar mengajukan pengusulan ke 
Kementrian Keuangan untuk  dimusnahkan, dimusnahkan secara dibakar 
di lapangan semen bosowa maros. Tindakan tersebut sesuai Peraturan 
Menteri Perdagangan Nomor 51 tahun 2015 tentang Larangan Impor 
Pakaian Bekas pasal 3 yang berbunyi pakaian bekas yang tiba di wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan 
Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan agar kegunaan barang dihilangkan 
dengan cara dibakar. 
 
 
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengawasan Larangan Impor 
Pakaian Bekas di Kota Makassar 
Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Kantor Pengawasan 
dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar, terdapat 
beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan larangan 
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impor pakaian bekas. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut ada 
yang mendukung ada juga yang menghambat. 
 
1. Faktor Pendukung 
 Dari penjelasan yang di paparkan di rumusan masalah pertama 
telah dijelaskan beberapa yang menjadi salah faktor pendukung 
terlaksananya dengan baik mengenai pengawasan importir pakaian 
bekas. Dalam mendukung pelaksanaan pengawasan, akses informasi 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap importir, barang yang akan 
diimpor maupun klasifikasi barang tersebut telah tersimpan dalam system 
Bea Cukai, di data sebelum importir atau barang impor tersebut masuk ke 
wilayah pabean. 
Dari Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas 
melakukan patroli, intelijen dan operasi pencegahan dan penindakan 
pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan 
cukai, penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, serta pengelolaan 
dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata 
api.  
Seksi Penindakan dan Penyidikan terdiri dari Subseksi Intelijen. 
Subseksi Intelijen sendiri memiliki  tugas melakukan pengumpulan, 
pengolahan, penyajian, dan penyampaian informasi dan hasil intelijen, 
analisis laporan pemeriksaan sarana pengangkut, laporan pembongkaran 
dan penimbunan barang, dan laporan pengawasan lainnya serta 
pengelolaan pangkalan data intelijen. Seksi Penindakan dan Penyidikan 
inilah yang paling berperan dan telah berjalan dengan baik dalam 
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pengawasan terhadap barang-barang impor dalam hal ini adalah pakaian 
bekas.  
Sehingga jika adanya pelanggaran dan atau pergerakan yang 
mencurigakan maka para intelijen akan memberi tahu dan menyelidiki dari 
hasil data tersebut dan akan ditindak lanjuti kembali oleh seksi 
penindakan dan penyelidikan dengan aturan yang sebagaimana 
semestinya diatur dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Perdagangan 
Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. 
 
2. Faktor Penghambat  
Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pengawasan 
impor pakaian bekas di kota Makassar salah satunya adalah karena 
kurangnya jumlah pegawai. Dari jumlah pegawai Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar belum 
sebanding dengan luasnya daerah pabean yang menjadi wilayah 
kewenangannya, sehingga pengawasan terhadap pelabuhan pelabuhan 
kecil, pelabuhan lokal maupun perbatasan daerah/perbatasan Indonesia 
belum mendapat pengawasan yang maksimal dikarenakan kurangnya 
pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya 
Pabean B Makassar.  
Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 
Madya Pabean B Makassar, dari data yang diperoleh hanya ada 10 
pegawai pelaksana yang melakukan pengawasan di Kantor Pegawasan 
Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar dan 60 
pegawai secara keseluruhan kantor bantu yang melaksanakan tugas 
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pengawasan tersebut, berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap 
Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan diperlukan tambahan 
pegawai 2 (dua) kali dari pegawai yang ada sebelumnya.  
Berikut adalah rincian struktur organisasi dan jumlah pegawai 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B 
dan Seksi Penindakan dan Penyidikan sebagai pengawas lapangan untuk 
kegiatan impor: 
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STRUKTUR ORGANISASI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Data Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 
Tipe Madya Pabean B Makassar Tahun 2017 
 
 
 
 
KANTOR PENGAWASAN DAN 
PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE 
MADYA PABEAN B MAKASSAR 
SUB BAGIAN UMUM 
URUSAN TATA USAHA 
DAN KEPEGAWAIAN 
URUSAN KEUANGAN URUSAN RUMAH TANGGA 
SEKSI PENINDAKAN DAN 
PENYIDIKAN 
SUBSEKSI INTELIJEN 
SUBSEKSI PENINDAKAN DAN 
SARANA OPERASI 
SUBSEKSI PENYIDIKAN DAN BARANG HASIL 
PENINDAKAN 
SEKSI PERBENDAHARAAN 
SUBSEKSI ADMINISTRASI 
PENERIMAAN DAN JAMINAN 
SUBSEKSI ADMINISTRASI 
PENAGIHAN DAN PENGEMBALIAN 
SUBSEKSI ADMINISTRASI 
MANIFES 
SEKSI PELAYANAN DAN 
KEPABEANAN DAN CUKAI (5) 
SUBSEKSI HANGGAR 
PABEAN DAN CUKAI (12) 
SEKSI PENYULUHAN DAN 
LAYANAN INFORMASI 
SUBSEKSI PENYULUHAN 
SUBSEKSI LAYANAN 
INFORMASI 
SEKSI KEPATUHAN INTERNAL 
SUBSEKSI KEPATUHAN 
PELAKSANAAN TUGAS 
PENGAWASAN 
SUBSEKSI KEPATUHAN 
PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN 
DAN ADMINISTRASI 
SEKSI PENGOLAHAN DATA 
DAN ADMINISTRASI DOKUMEN 
KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 
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Berdasarkan dari bagan struktur organisasi Kantor Pengawasan 
dan Pelayanan Bea dan Cukai diatas tersebut, berikut rincian jumlah 
pegawai: 
 
Tabel 1 
Jumlah pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 
dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar 
 
No. Jabatan Jumlah 
1 Kepala Kantor 1 
2 KASI/KSBU 12 
3 Kasubsi 31 
4 Pelaksana 57 
  101 
Sumber : Data Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 
Tipe Madya Pabean B Makassar Tahun 2017 
 
 
Dilihat dari tabel 1 diatas, jumlah pegawai Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar sebanyak 101 
pegawai yang terdiri dari Kepala Kantor, KASI/KSBU, Kasubsi dan 
pelaksana. Menurut hasil wawancara penulis dengan Kepala Subseksi 
Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan, saat ini pelaksana dalam 
lingkup Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya 
Pabean B Makassar yang berjumlah 57 orang kurang cukup memadai 
dalam kinerja Kantor Pengawasan dan Pelaksana Bea dan Cukai Tipe 
Madya Pabean B Makassar sendiri sehingga diperlukan 2 kali lipat jumlah 
pegawai pelaksana yang seharusnya sejumlah 114 orang agar dengan 
bertambahnya jumlah pegawai pelaksana, maka kinerja Kantor 
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Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B 
Makassar secara umum dapat berjalan dengan baik. 
Tabel 2 
Jumlah Pegawai Seksi Penindakan dan Penyidikan Di Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean 
B Makassar 
 
Seksi Penindakan dan Penyidikan 
No. Jabatan Jumlah 
1. Kepala Seksi 1 
2. Kepala Subseksi 3 
3. Pelaksana 10 
  14 
Sumber : Data Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 
Tipe Madya Pabean B Makassar Tahun 2017 
 
Tabel 3 
Rincian Pegawai Pelaksana Setiap Subseksi Dalam Seksi 
Penindakan dan Penyidikan Di Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar 
 
No. 
Jabatan Jumlah 
1. 
Subseksi Intelijen 3 
2. 
Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi 5 
3. 
Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil 
Penindakan 
2 
 
 10 
Sumber : Data Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 
Tipe Madya Pabean B Makassar Tahun 2017 
 
 
Berdasarkan tabel 2 dan tabel 3 diatas, di bagian Seksi Penindakan 
dan Penyidikan sendiri terdiri dari kepala Seksi, Kepala Subseksi, dan 
Pelaksana. Total dari pelaksana di Seksi Penindakan dan Penyidikan 
berjumlah 10 orang, dengan rincian 3 orang dari Subseksi Intelijen, 5 
82 
orang Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi dan 2 orang Subseksi 
Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan.  
Dilihat dari wawancara penulis dengan Kepala Subseksi Penyidikan 
dan Barang Hasil Penindakan, bahwa jumlah pegawai pelaksana di 
bagian Seksi Penindakan dan Penyidikan yang berjumlah 10 orang 
kurang cukup banyak dan jika di lapangan pelaksana dari subseksi tidak 
cukup memadai maka akan menarik sementara subseksi lainnya dialam 
Seksi Penndakan dan Penyidikan untuk membantu bertugas. Oleh karena 
itu, memerlukan 2 kali lipat pegawai pelaksana yang seharusnya 20 0rang 
pelaksana dengan rincian 6 orang dari Subseksi Intelijen, 10 Orang dari 
Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi dan 2 orang Subseksi 
Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan agar dapat berjalan dengan 
baik. 
Selain kurangnya SDM aparat untuk melakukan pengawasan, 
faktor penghambat lain yaitu daerah pabean yang menjadi wewenang 
wilayah pengawasan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai 
Tipe Madya Pabean B Makassar tidak sebanding dengan jumlah pegawai 
yang dimiliki oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 
Madya Pabean B Makassar hanya 10 pelaksana. Juga faktor luasnya 
wilayah secara umum wilayah pabean di Indonesia yang berbatasan 
langsung dengan Luar Indonesia yang sangat luas tidak seimbang dengan 
aparat yang menjaga perbatasan tersebut. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
C. Kesimpulan  
Dari uraian pembahasan yang telah dijabarkan di atas, maka dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut:  
1. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 
Madya Pabean B Makassar dalam melaksanakan tugas 
pengawasan impor pakaian bekas belum berjalan efektif. 
Tetapi, dalam pelaksanaannya masih kurang optimal dalam hal 
jumlah pegawai dan masih adanya faktor-faktor yang 
menghambat pelaksanaan pengawasan tersebut.  
2. Beberapa hal yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan 
pakaian bekas impor ada faktor pendukung dan ada faktor 
penghambat. Faktor pendukung dengan adanya system PIB 
(Pemberitahuan Impor Barang) untuk para imortir dapat 
mencegah barang yang dilarang masuk kedalam daerah 
pabean, dan faktor penghambat dikarenakan kurangnya 
pegawai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 
Tipe Madya Pabean B Makassar. 
D. Saran  
Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka diajukan 
saran sebagai bahan pertimbangan dalam rangka memperbaiki 
pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang pada daerah pabean oleh 
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Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B 
Makassar, sebagai berikut:  
1. Dapat ditingkatkan kembali ketentuan system PIB 
(Pemberitahuan Impor Barang) agar dapat dikenakan sanksi 
jika para importir dalam mengirimkan data-data nya tidak 
sesuai dengan apa yang dibawa, dalam hal ini mencegah agar 
tidak terulang lagi penemuan 9 (sembilan) kontainer baju bekas 
impor pada tahun 2015. 
2. Dalam rangka meningkatkan pengawasan impor pakaian 
bekas, perlu dilakukan penambahan jumlah SDM pada Kantor 
Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya 
Pabean B Makassar agar jumlah aparat yang melaksanakan 
pengawasan dapat sebanding dengan luasnya wilayah yang 
menjadi kewenangan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea 
Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar.  
3. Diperlukan tindakan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di 
Indonesia agar menambah dan memperketat penjagaan aparat 
baik itu dari Bea Cukai, Kepolisian dan TNI untuk melakukan 
pengawasan terhadap perbatasan Indonesia, khususnya yang 
berbatasan langsung dengan NKRI untuk mencegah adanya 
barang-barang yang tidak diizinkan masuk ke dalam wilayah 
Indonesia. 
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